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ABSTRAK 
FIRDAUS SAINI (B 111 10 419) “PERANAN VISUM ET REPERTUM 
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG 
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA(Studi Kasus Putusan 
No.396/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Dibimbing oleh Bapak Slamet 
Sampurno selaku pembimbing I, dan Ibu Hj. Nur Azisa selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian 
Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan 
dalam Putusan No. 396/Pid.B/2014/PN.Mksdan mengetahui kendala yang 
dihadapi oleh aparat penegak hukum saat otopsi mayat untuk 
memperoleh Visum et Repertum. Penelitian dilaksanakan di Makassar, 
yaitu di Pengadilan Negeri Makassar dan Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian 
Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja 
yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan /pendapat dokter yang 
dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang 
melemahkan. Visum et Repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat 
dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang 
berwenang. Visum et Repertum juga cukup membantu bagi seorang 
hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh 
penulis, bahwa dengan adanya Visum et Repertum dapat membantu 
dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Adapun yang menjadi 
kendala aparat penegak hukum saat otopsi mayat untuk mendapatkan 
hasil Visum et Repertum; a. Penolakan dari keluarga untuk pembuatan 
Visum et repertum, b. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah 
membusuk, c. Tidak ada dokter ahli forensik didaerah tersebut, d. 
Kurangnya kordinasi antara penyidik dan dokter, e. Dokter umum hanya 
melakukan pemeriksaan luar, jarang yang mau melakukan bedah Mayat, f. 
Meskipun dilaksanakan otopsi pada beberapa kasus, masih perlu 
dilakukan penunjang selanjutnya. Misalnya kasus penembakan harus 
dilakukan uji balestik, kasus keracunan dilakukan pemeriksaan toksikologi, 
kasus mati wajar dilakukan pemeriksaan istopatologi, dan penentuan 
identitas korban lewat sidik jari (inafis). 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan 
pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil 
(materiile waarheid) terhadap suatu perkara yang akan di periksa. Hal ini 
dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk 
mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan 
perkara tersebut. 
 Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk 
mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk 
menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri 
seseorang, hal ini sebagaimana  ditentukan dalam Undang-Undang No.4 
Tahun 2004 tentang  Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang 
menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang 
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung  
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.  
 Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas,  maka 
dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib 
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mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara 
pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai 
alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah 
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 yang 
menyebutkan : “Alat bukti yang sah adalah  keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.”  
 Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak 
hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak 
dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar 
kemampuan atau keahliannya.Dalam hal demikian maka bantuan seorang 
ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil 
selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. 
Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan 
keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk 
membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Karim 
Nasution menyatakan : 
“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari 
seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun 
pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas 
adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa 
ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang 
penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim 
di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh 
orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.  
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Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-Undang 
diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam 
keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang 
yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”.1 
 
Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai 
permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. 
Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan 
pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik 
menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang 
memiliki keahlian khusus”. 
Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap 
pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang 
menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya 
persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat 
minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh 
yang berkepentingan”. 
Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua 
pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 
KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang 
diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan”.2 
                                                           
1 A. Karim Nasution,1997,Hukum Pembuktian. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 
Hal. 17 
 
2Hamzah, Andi.Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hal. 56 
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 Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses 
pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai 
peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang 
suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan 
keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku 
tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam 
menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. 
 Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses 
penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, 
tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan 
untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan 
pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau 
pihak lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan 
tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang 
didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya 
akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. 
 Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam 
proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap 
penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu 
penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya 
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menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus 
tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli 
untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang 
ditanganinya.Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, 
penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik 
membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter 
ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban 
yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam 
mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. 
 Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian 
selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan 
penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus 
pembunuhan. Kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang khususnya 
kejahatan pembunuhan,  membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam 
penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari 
dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa 
keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai 
keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda 
telah dilakukannya suatu pembunuhan. 
 Melihat tingkat perkembangan kasus pembunuhan yang terjadi di 
masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan pembunuhan telah 
berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya.Dari 
kuantitas kejahatan pembunuhan, hal ini dapat dilihat dengan semakin 
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banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan 
kasus-kasus pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin 
beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana 
pembunuhan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang 
memungkinkan terjadinya tindak pembunuhan, hubungan korban dan 
pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, 
tetangga, teman dekat. 
 Mengungkap suatu kasus pembunuhan pada tahap penyidikan, 
akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan 
bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya 
membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat 
menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Terkait dengan peranan 
dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis 
mengenai keadaan korban pembunuhan, hal ini merupakan upaya untuk 
mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan 
bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. 
 Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara 
tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan 
Visum et Repertum. Menurut pengertiannya, Visum et Repertum diartikan 
sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas 
permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala 
sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, 
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berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan 
pengetahuannya yang sebaik-baiknya.     
 Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan 
pembunuhan, oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting 
peran Visum et Repertum. Sebuah surat kabar memuat berita mengenai 
kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di daerah hukum Polresta 
Tanjung Perak Surabaya, terpaksa kasus tersebut dihentikan 
pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan hasil Visum et 
Repertum tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya 
pembunuhan. Orang tua korban dengan dibantu berbagai pihak, berupaya 
agar pihak Kepolisian dapat meneruskan pengusutan kasus tersebut 
karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa 
kepada keluarga korban menyatakan kematian korban diakibatkan oleh 
makanan yang telah di konsumsinya yang mengandung racun. 
Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian 
mendasarkan tindakannya pada hasil Visum et Repertum yang 
menyatakan tidak terdapat tanda dan bukti yang cukup bahwa kematian 
korban adalah pembunuhan. Disebutkan oleh Kapolresta Tanjung Perak 
Surabaya bahwa karena hasil visum dokter menyatakan bahwa makanan 
yang di konsumsinya tidak mengandung racun dan dalam pemeriksaan 
darah tidak terdapat racun, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk 
melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut. 
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 Peranan Visum et Repertum dalam pengungkapan suatu kasus 
pembunuhan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, 
menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian 
selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana 
pembunuhan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam Visum et 
Repertum, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam 
mengusut suatu kasus . 
Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat 
laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang telah 
berlangsung lama.Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait 
dengan tindak pidana pembunuhan tentunya dapat mengalami perubahan 
dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya.Tidak hanya barang-barang 
bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami 
perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda pada fisik mayat korban. 
Mengungkap kasus pembunuhan yang demikian, tentunya pihak 
Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih 
cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin 
dalam perkara tersebut.3 
Sehubungan dengan peran Visum et Repertum yang semakin 
penting dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan, pada kasus 
pembunuhan dimana pangaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian 
baru dilakukan setelah tindak pidana pembunuhan berlangsung lama 
                                                           
3 Op.Cit, Paslyadja, Adnan, Hal.60-63 
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sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda bahwa korban dibunuh dengan 
cara dianiyaya, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum et 
Repertum tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang 
dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Terhadap 
tanda-tanda yang nampak pada fisik yang merupakan salah satu unsur 
penting untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan, hal tersebut dapat 
tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum et 
Repertum. Menghadapi keterbatasan hasil Visum et Repertum yang 
demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak 
penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut 
dan terungkap secara jelas tindak pidana pembunuhan yang terjadi.  
Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil 
Visum et Repertum dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan 
dengan racun pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal 
tersebut yang mendorong Penulis untuk melakukan suatu penelitian 
terkait peran Visum et Repertum dalam suatu penyidikan  kasus 
pembunuhan dengan racun di kota Makassar dan mengangkatnya 
menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul 
“PerananVisum et Repertum DalamMengungkap Tindak Pidana 
Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus 
Putusan No.396/Pid.B/2014/PN.Mks) ”. 
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B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat 
diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini 
yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Visum et Repetum sebagai 
alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No. 
396/Pid.B/2014/PN. Mks? 
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat 
otopsi mayat untuk memperoleh Visum et Repertum? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian Visum et 
Repetum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan. 
2. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi oleh aparat 
penegak hukum saat otopsi mayat untuk memperoleh Visum et 
Repertum. 
 
D. Manfaat Penulisan 
      Adapun manfaat penulisan karya tulis ini: 
1. Agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk 
pengetahuan hukum baik untuk masyarakat umum maupun 
mahasiswa pada khususnya, terkhusus untuk pendalaman ilmu hukum 
pidana, dan pada khususnya lagi mengenai Visum et Repertum. 
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2. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan Referensi 
kepustakaan atau dijadikan  sumber data oleh seseorang yang 
berminat  untuk mempelajari atau meneliti tentang Visum  et Repertum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.Visum Et Repertum 
1. Pengertian Visum et Repertum 
Pengertian arti harafiah dari Visum et Repertum yakni berasal dari 
kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yaitu 
melaporkan.Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah apa 
yang dilihat dan diketemukan sehingga Visum et Repertum merupakan 
suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, 
mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau 
fisik ataupun barang bukti lain,kemudian dilakukan pemeriksaan menurut 
pengetahuan yang sebaik-baiknya.4  Dalam Staatblad tahun 1937 Nomor 
350 dikatakan bahwa “visa et reperta para dokter yang dibuat baik atas 
sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya 
di Indonesia”.5 
Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 
tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu 
kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum. Pendapat 
seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat 
diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam 
sebuah persidangan.Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus 
                                                           
4
Soeparmono, 2002, Peranan Visum et Repertum, Sinar Grafika, Hal-98 
5 Staatblad tahun 1937 No. 350 
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perkara pada sebuah persidangan,tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang 
berhubungan dengan kedokteran forensik ini.Dalam hal ini, hasil 
pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk 
sebagaimana yang dimaksud pada  Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. 
Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam 
hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses 
penuntutan dan pengadilan.6 
2. Bentuk-Bentuk Visum Et Repertum 
Bentuk Visum et Repertum berdasarkan objek : 
1) Visum et Repertum Korban Hidup 
a) Visum et Repertum 
Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa 
didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya. 
b) Visum et Repertum Sementara 
Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara 
masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat 
penganiayaan. 
c) Visum et Repertum Lanjutan 
Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (Visum et 
Repertum Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit 
ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian di 
                                                           
6 Soeparmono, 0p.Cit, hal 102 
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pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal 
dunia. 
2) Visum et Repertum pada mayat 
Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau 
dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan 
pemeriksaan dalam pada mayat. 
3)  Visum et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara 
(TKP) 
4)    Visum et Repertum Penggalian Mayat 
5)    Visum et Repertum Mengenai Umur 
6)    Visum et Repertum Psikiatrik 
7)    Visum et Repertum Mengenai Barang Bukti 
Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan 
sebagainya.7 
3 Dasar Hukum Visum Et Repertum 
Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter 
atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis 
terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari 
tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan 
untuk kepentingan peradilan.  
                                                           
7Prakoso Djoko dan Martika, 2008, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Hal. 51   
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Menurut Budiyanto, dasar hukum Visum et Repertum adalah Pasal 
133 KUHAP menyebutkan: 
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani 
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang 
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan 
dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan 
atau pemeriksaan bedah mayat.8 
 
Selanjutnya,keberadaan Visum et Repertumtidak hanya 
diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak 
hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat 
dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti Visum et 
Repertum Psikiatris. Hal ini sesuaiPasal 120 (1) KUHAP yaitu: 
”Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat 
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.9 
 
Apabila pelaku perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, 
maka pelaku dapat dikenai pidana. Sebagai perkecualian dapat dibaca 
dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut: 
1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya 
cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu 
karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana. 
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan 
padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya 
atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat 
memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam Rumah 
Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 
                                                           
8 Budiyanto,1997, Ilmu Kedokteran Forensik 
9 Sudikno Mertokusumo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 120 
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3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi 
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.10 
 
Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa 
yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar 
pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan 
jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk Visum et 
Repertum  Psychiatricum, digunakan untuk dapat mengungkapkan 
keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Pihak berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan 
penyidik pembantu sebagaimana bunyi Pasal 7(1) butir h dan Pasal 11 
KUHAP.Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan 
Pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI.Penyidik ini 
adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang 
berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena Visum et 
Repertum  adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan 
dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak 
berwenang meminta Visumet Repertum , karena mereka hanya 
mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi 
dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP). Sanksi hukum bila 
dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana yang 
tercantum dalam Pasal 216 KUHP : 
                                                           
10 ibid 
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Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau 
permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat 
yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasar- 
kan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut 
atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan 
sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengga-galkan 
tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling 
banyak sembilan ribu rupiah. 
 
 
4. Peran Dan Fungsi Visum Et Repertum 
Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah 
sebagaimana tertulis  dalam Pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut 
berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap 
kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan 
segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam 
bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti 
barang bukti.Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat 
dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam 
bagian kesimpulan. Dengan demikian Visum et Repertum secara utuh 
telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan 
membaca Visum et Repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang 
telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan 
norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan 
jiwa manusia. Apabila Visum et Repertum belum dapat menjernihkan 
duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta 
keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum 
dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau 
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penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang 
beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil 
pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KUHAP. 
Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) Visum et Repertum berguna 
untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan 
itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan 
bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau 
membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat 
suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit 
tentang tata laksana pengadaan Visum et Repertum.11 
5.  Struktur Dan Isi Visum Et Repertum 
Setiap Visum et Repertum harus dibuat memenuhi ketentuan 
umum sebagai berikut: 
a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa 
b. Bernomor dan bertanggal 
c. Mencantumkan kata ”Pro Justitia” di bagian atas kiri (kiri atau tengah) 
d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan 
temuan pemeriksaan 
f. Tidak menggunakan istilah asing 
g. Ditandatangani dan diberi nama jelas 
h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut 
i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan 
j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta Visum et Repertum. Apabila 
ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan 
penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua 
instansi tersebut dapat diberi Visum et Repertum masing-masing asli 
k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada 
umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun12 
 
                                                           
11
Soeparmono, Op.Cit, Hal.122 
12 Ibid. Hal. 130 
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B. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA 
1.  Definisi Pembuktian 
 Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang 
mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan 
dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di 
persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata 
cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, 
menolak, dan menilai suatu pembuktian.13 
Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke 
hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk 
persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara 
peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum 
pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, 
tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya 
hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran 
karena hukum. Misalnya, peristiwa pencurian, induk permasalahannya 
adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempat 
menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda 
dirusak, atau juga barang yang disimpan itu telah tidak ada di tempatnya 
atau juga barang yang ditempatkan di tempat tertentu itu telah tidak ada di 
tempatnya, karena adanya usaha manusia yang melanggar hukum. 
                                                           
13Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, 
Raih Asa Sukses, Hal. 21 
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 Korelasi yang lain adalah adanya tanda-tanda pemakaian alat 
untuk merusak, atau ditemukannya barang yang hilang itu di tempat lain, 
dimana perpindahan barang yang hilang itu bukan atas kehendak pemilik 
barang, atau yang lebih penting lagi adalah bahwa adanya hukum, atau 
peraturan hukum yang melarang terhadap tindak pencurian itu. 14 
 pengertian pembuktian dalam kamus besar bahasa Indonesia, 
pembuktian adalah “proses, cara, perbuatan membuktikan usaha 
menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang 
pengadilan.”15 
Adapun pengertian pembuktian berdasarkan para ahli Martiman 
Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan 
usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga 
dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.16 
Menurut Darwan Prinst, yang dimaksud dengan pembuktian, 
adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan 
terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus 
mempertanggungjawabkannya.17 
Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur 
                                                           
14
Hartono, 2012, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Hal. 59 
15  ,KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
16Subekti.  2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 9 
17 Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. Hal. 30 
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alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan 
hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.18 
Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita,Pengertian Hukum 
pembuktianadalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem 
yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan 
bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan 
menilai suatu pembuktian.19 
Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur 
dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan: 
1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang 
untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan 
yang didakwakannya kepada terdakwa. 
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk 
melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan 
penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan 
Undang-Undang. 
                                                           
18 M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 
Hal. 25 
19Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003.Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: 
Mandar Maju. Hal. 4 
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3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai 
dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan 
selama pemeriksaan persidangan.20 
2. Prinsip-Prinsip Pembuktian 
Prinsip-prinsip pembuktian antara lain: 
1)    Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau 
disebut dengan istilah notoire feiten.  
Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 
a)    Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu 
atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau 
semestinya demikian. Maksud sesuatu misalnya, harga emas lebih 
mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada 
tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. 
b)    Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan 
selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan 
demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam 
takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk . 
2)    Menjadi saksi adalah kewajiban. 
Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada Penjelasan Pasal 
159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi 
                                                           
20  Martiman Prodjohamidjojo. 1984. Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.  
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setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan 
keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan 
pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Demikian 
pula dengan ahli.” 
3)    Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). 
Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.  
Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku 
bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari Penjelasan Pasal 
184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan 
hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.Jadi, ini berarti satu saksi, 
satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa 
disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana 
terdakwa dalam perkara cepat. 
4)   Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum 
membuktikan kesalahan terdakwa. 
Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian 
terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di 
Indonesia.Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan 
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus 
disertai dengan alat bukti lain”. 
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5)    Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. 
Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: 
“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.21 
Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan 
hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan 
mengikat bagi diri terdakwa sendiri Menurut asas ini, apa yang 
diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai 
terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya 
sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, 
masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti 
yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat 
dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya. 
 Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam 
proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan 
nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang 
ditentukan dengan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan 
yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman 
sesuai Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat 
bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas 
perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
menyakinkan, maka terdkwa diputus bebas. 
                                                           
21ibid, Martiman Prodjohamidjojo, Hal. 57-58 
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 Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan 
alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan 
“bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan 
Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-
hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai 
pembuktian.Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan 
pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam 
Pasal 184 KUHAP. 
 Dalam uraian pembuktian ini,kita akan membicarakan beberapa hal 
yang berkaitan dengan masalah pembuktian, seperti apa yang dimaksud 
dengan pembuktian, system pembuktian, pembebanan pembuktian, dan 
kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang diatur oleh 
Undang-Undang.22 
3. MACAM-MACAM ALAT BUKTI 
 Adapun beberapa alat bukti menurut Undang-Undang yang 
Berlaku adalah: 
1. Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 Het Hezelane indand 
Reglement (HIR), yang macamnya disebutkan sebagai berikut. 
a. Keterangan saksi. 
b. Surat-surat. 
                                                           
22Ibid, Martiman Prodjohamidjojo.Hal. 60 
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c. Pengakuan 
d. Tanda-tanda (petunjuk) 
 Apa yang dianggap sebagai bukti yang sah hanyalah apa yang 
terdapat dalam Pasal 295 HIR. Selain dari yang empat macam ini tidak 
dianggap sah, umpamanya sangkaan belaka, hasil nujum perdukunan 
yang lazim dipraktikan di kampung-kampung seperti misalnya melihat 
tanda-tanda dalam sebuah primbon, melihat gambar di kuku yang telah di 
cat hitam oleh anak kecil, melihat telapak tangan, dan mencocokkan 
fenomena alam, dan sebagainya. 
Pengertian kesaksian adalah keterangan lisan seseorang, di muka 
sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu tentang peristiwa 
tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri. 
Kesaksian yang tidak dilihat sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang 
dikatakan oleh orang lain bukan merupakan kesaksian yang sah, 
melainkan disebut saksi de auditu/testimony deauditu. 
Tiap-tiap orang yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang 
wajib memberikan kesaksian, sesuai dengan Pasal 80 HIR ayat 1 yang 
berbunyi: pegawai dan penuntut umum atau jaksa pembantu yang 
melakukan pemeriksaan itu menyuruh supaya sitertuduh atau terdakwa 
dan saksi-saksi yang dianggapnya perlu datang kepadanya untuk 
didengarkan keterangannya. 
Pasal 80 HIR ayat 2 yang berbunyi: pemeriksaan terdakwa atau 
tertuduh dia tidak tahan dan saksi-saksi disuruh panggil, orang-orang 
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yang dipanggil wajib datang kepadanya, dan selain dari itu saksi-saksi 
wajib memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau 
orang-orang tersebut itu tidak datang, maka mereka itu dapat disuruh 
dipanggilnya sekali lagi dan dalam hal itu dapat disertakannya perintah 
untuk membawanya, ataupun kemudian daripada itu diperintahkannya 
akan menjemput dan membawanya. 
Pasal 262 HIR ayat 1 yang berbunyi: jika seorang saksi dengan 
tidak ada sebab yang sah tidak atau enggan mengungkap sumpah, atau 
enggan memberikan yang benar, maka ketua dapat menunda perkara 
pada persidangan berikutnya, tetapi tidak boleh lama dari empat belas 
hari. Dan ayat 2 Pasal 262 HIR yang berbunyi: dalam hal itu maka saksi 
itu pada itu juga disanderakan atas perintah ketua, dan dibawa 
menghadap pengadilan negeri sekali lagi pada persidangan yang akan 
datang. 
Pasal 244 KUHP: barang siapa dipanggil sebagai saksi, atau juru 
bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya 
diancam: 
1. Dalam perkara pidana, pidana penjara paling lama Sembilan bulan. 
2. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan. 
Dan yang dapat dikecualikan sebagai saksi diatur dalam Pasal 274. 
Dengan memperhatikan apa yang ditentukan dalam Pasal yang berikut di 
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bawah ini, tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat meminta 
mengundurkan diri sebagai saksi. 
1. Keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam turunan ke atas 
atau ke bawah dari pesaktian atau dari salah seorang yang turut 
serta menjadi pesakitan. 
2. Suatu atau istri dari pesakitan atau dari salah seorang atau 
perempuan dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta 
menjadi pesakitan; lagi pula saudara ibu atau saudara bapak baik 
laki-laki, maupun perempuan, juga yang karena perkawinan, dan 
anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. 
3. Suami atau istri dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut 
serta menjadi pesakitan, biar pun telah bercerai. 
4. Budak yang telah dibebaskan oleh pesakitan atau dari salah 
seorang yang serta menjadi tertuduh (semenjak tahun 1860 
perbudakan sudah tidak ada lagi). 
Pasal 275 ayat (1): Jika jaksa pada pengadilan negeri dan 
pesakitan bersama-sama dengan tegas mengizinkan, maka orang yang 
tersebut pada pasal di atas ini, dapat juga dikabulkan memberi kesaksian 
asal mereka turut meluluskan. 
Pasal 275 ayat (2): Orang itu dapat diluluskan oleh pengadilan 
negeri untuk memberi keterangan dengan tidak bersumpah, biar pun tidak 
ada izin itu. 
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Pasal 277 ayat (1): Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan 
rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang sah 
dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi 
hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja. 
Pasal 278: Hanya dapat diperiksa untuk member keterangan 
dengan tidak mengangkat sumpah: 
1. Anak-anak, yang belum diketahui dengan pasti apakah umurnya 
sudah sampai lima belas tahun; 
2. Orang gila, meskipun kadang-kadang ia dapat memakai ingatannya 
dengan terang. 
Keterangan saksi itu harus diberikan di muka sidang 
pengadilan.Jadi, bukan di muka penyidik polisi dan jaksa, kecuali dalam 
hal tertentu bahwa keterangan orang yang diberikan di atas sumpah 
dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Polisi, Jaksa, KPK pun dapat 
dianggap sebagai kesaksian apabila tidak dapat menghadap sidang 
pengadilan karena telah meninggal dunia, atau tidak dipanggil karena 
bertempat tinggal jauh dan keterangan itu dibacakan di muka 
persidangan. 
Surat sebagai alat bukti ditentukan dalam Pasal 304, 305, dan 306 
HIR. Pasal 304 menentukan: bahwa peraturan tentang kekuatan bukti 
surat-surat umum dan surat-surat  khusus dalam perkara perdata harus 
diperhatikan pula terhadap bukti dalam perkara pidana. Surat dapat dibagi 
dua, yaitusurat atau akta otentik dan surat bawah tangan. 
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Surat atau akta otentik adalah surat yang dibuat dalam bentuk 
menurut Undang-Undang oleh atau disaksikan oleh pejabat umum (polisi, 
jaksa, notaris atau PPAT, dokter, panitera, juru sita, camat, wedana, dan 
lain sebagainya) yang di tempat surat itu dibuat berkuasa untuk itu seperti 
yang diatur dalam Pasal 1868-1872 BW: suatu akta otentik ialah surat 
yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh 
dan di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 
tempat di mana akta dibuat. Pasal 165 HIR: surat (akta) yang sah ialah 
suatu surat suara yang diperbuat demikian oleh atau di depan pegawai 
umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi 
kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat 
hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan 
juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahnya, 
dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan 
langsung dengan perihal pada surat (akta) tersebut. 
Pengertian “dibuat” dan “disaksikan” artinya bahwa pegawai itu 
hanya menyebutkan (menuliskan) saja dalam surat itu hal-hal yang 
diberitahukan kepadanya oleh orang lain, misalnya penyidik Polisi 
membuat berita acara laporan atau pengaduan atu seorang notaris 
membuat surat wasiat atau surat perjanjian untuk orang-orang yang 
menghadapnya. 
Surat bawah tangan adalah surat-surat yan dibuat dengan sengaja 
untuk membuktikan suatu pernyataan maksud, perbuatan hukum atau 
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perjanjian tertentu, tidak dengan peraturan pegawai umum, yang 
ditandatangani oleh orang-orang yang menyatakan maksud, perbuatan 
hukum atau perjanjian tersebut, misalnya surat perjanjian jual beli tanah, 
sewa menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan tidak di depan pejabat umum. 
Kekuatan surat otentik dengan surat bawah tangan pada umumnya 
dapat dikatakan sama. Apabila sangkaan dari pihak lain bahwa tanda 
tangan yang ada di surat itu disangkal atau palsu oleh salah satu pihak, 
bagi pihak yang menyangkal surat atau menyatakan palsu harus dapat 
membuktikannya, bahwa tanda tangan atau surat itu tidak palsu. 
Surat-surat sebagai bukti, baik otentik maupun bawah tangan, 
misalnya surat kelahiran, surat nikah, surat ijazah, surat wasiat, surat 
perjanjian utang, surat jual beli, surat tanah, surat mobil atau motor, surat 
muatan, surat neraca, surat kapal, obligasi, Visum et Repertum, surat 
keterangan lembaga kriminologi dari Universitas Indonesia, surat dari 
laboratorium mabes Polri dan lain sebagainya. 
Pasal 305 HIR: keterangan, laporan, dan pemberitaan yang 
diperbuat oleh orang-orang yang mengaku jabatannya, pangkat atau 
pekerjaannya yang umum, harus berisi pernyataan bahwa mereka 
memberikannya atau memperbuatkannya atas sumpah ketika menerima 
jabatan atau kemudian dapat diperkuat dengan sumpah supaya berlaku 
sebagai surat keterangan. 
32 
Pasal 306 HIR ayat 1 berbunyi: pemberitaan seorang ahli yang 
diangkat karena jabatannya untuk menyatakan timbangan dan 
pendapatnya atau segala hal ihwal atau keadaan suatu perkara, hanya 
dapat digunakan sebagai keterangan bagi hakim. Pasal 306 ayat 2 
berbunyi: hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat 
seorang ahli yang diberikan itu, jika pendapat itu bertentangan dengan 
keyakinannya. 
Dalam KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 
KUHAP, yaitu: 
a. Keterangan saksi, 
b. Keterangan ahli, 
c. Surat, 
d. Petunjuk, dan 
e. Keterangan terdakwa. 
Alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang tentang Informasi 
Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 tahun 2009, yaitu: 
a. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan 
perundang-undangan; dan 
b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 
angka 4 dan pasal 5 (1),(2),(3) dan hal-hal yang telah diketahui 
oleh umum (notoir feit), hal ini tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 
ayat 2 KUHAP). 
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Alat bukti menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi Pasal 36 ayat 1 yang terdiri atas: 
a. Surat atau tulisan, 
b. Keterangan saksi, 
c. Keterangan ahli, 
d. Keterangan para pihak, 
e. Petunjuk, dan 
f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima 
atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang 
serupa dengan itu. 
 
Undang-Undang PTUN No. 9 tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 
100 ayat 1 terdiri atas : 
a. Surat atau tulisan, 
b. Keterangan ahli, 
c. Keterangan saksi, 
d. Pengakuan para pihak, dan 
e. Pengetahuan hakim. 
 
 Pada Pasal 78 Undang-Undang No. 1 tahun 1950, Undang-Undang 
No. 14 tahun 1984, dan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 susunan dan 
urutan alat bukti di tingkat Mahkamah Agung (sama dengan Pasal 339 
Ned Sv yang baru) adalah sebagai berikut. 
a. Pengetahuan hakim (eigenwaarneming van de rechter) 
b. Keterangan terdakwa (verklaring van de verdachte) 
c. Keterangan saksi (verklaring van de getuige) 
d. Keterangan orang ahli (verklaring van de deskundige); dan 
e. Surat-surat (schriftelijke bescheiden) 
 
 KUHAP tidak meniru ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1950, 
atau Nederlans Strafrecht, dan juga HIR, tetapi berupa paduan antara 
yang lama dan yang baru dengan menambahkan alat bukti “petunjuk” 
yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 295 HIR yang 
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menyatakan bahwa “segala macam alat bukti dapat dirobohkan dengan 
alat bukti penyangkal”. 
 Menurut R. Tresna, maksud dari Pasal 295 HIR itu tidak lain 
pernyataan bahwa di dalam perkara pidana tiada suatu alat bukti pun 
mempunyai kekuatan memaksa hakim sehingga hakim harus menerima 
saja bukti itu sebagai hal yang tidak dapat disangka lagi. 
 Menurut hemat penulis, Pasal 295 HIR tidak perlu ditiru sebab 
pembuktian dalam perkara pidana tidak mengenal adanya bukti 
penyangkal seperti dalam perkara perdata.Keyakinan hakim dalam 
beracara pidana memegang peran penting.Walaupun terdapat setumpuk 
alat bukti diajukan oleh penuntut umum, jika hakim tidak yakin akn 
kesalahan terdakwa, tidak ada arti alat bukti yang setumpuk itu diserahkan 
kepada hakim. 
 Dari urutan-urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa 
pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititikberatkan pada keterangan 
saksi.Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara 
pidana Indonesia.Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya 
kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala 
hala.Oleh karena itu, diperlukan bantuan seorang ahli. 
 Dahulu, keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim 
seperti yang diatur dalam Pasal 306 HIR.Hakim sekali-kali tidak diwajibkan 
untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim 
bertentangan dengan pendapat ahli tersebut. 
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 Pengakuan terdakwa sudah dibuat di dalam KUHAP, diganti 
dengan keterangan terdakwa.Keterangan terdakwa mempunyai arti yang 
lebih luas daripada pengakuan terdakwa.Dalam keterangan terdakwa 
dimungkinkan adanya pengakuan dari seorang terdakwa. 
 Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama sehingga 
dalam praktik pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan 
penyidikan) sering terjadi penekanan secara fisik dan psikis untuk 
mendapatkan pengakuan tersangka. 
 Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari 
segala alat bukti .dengan alasan, siapa yang paling tahu suatu perbuatan 
pidana terjadi kecuali diri terdakwa sendiri.23 
 
4. Kekuatan Pembuktian 
 Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai 
dengan Pasal 189 KUHAP.Kekuatan alat bukti atau juga dapat disebut 
efektivitaksi alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari 
beberapa faktor.Sebut saja faktor itu adalah psikososial (kode etika, 
kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat 
dan partisipasi masyarakat).Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah 
maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing 
perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup 
studi terhadap hukum secara ilmiah. 
                                                           
23 Op. Cit, Alfitra, hal. 30-40  
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 Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila 
sikap atau perilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang dikehendaki. 
Artinya, apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Akan tetapi, kenyataan 
tidak jarang orang tidak mengacuhkan atau bahkan melanggar dengan 
terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat pada hukum. 
Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu 
masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh: 
a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi. 
b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli. 
c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat. 
d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk. 
e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa. 
  Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu 
sebagai berikut. 
a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau 
peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang benarnya 
atau semestinya demikian. Apabila yang dimaksud sesuatu, 
misalnya harga emas lebih mahal dari perak dan tanah di kota lebih 
mahal harganya daripada tanah di desa. Misalnya pada tanggal 17 
Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. 
b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu 
mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan 
demikian. Misalnya kendaraan yang larinya 100 km/jam maka 
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kendaraan tersebut akan tidak stabil dan sulit dihentikan seketika. 
Contoh lainnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam 
takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk. 
  Kekuatan alat bukti yang di maksud Pasal 184 KUHP adalah 
sebagai berikut: 
a) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi   
1. Bunyi Pasal 185 KUHAP 
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan 
di sidang pengadilan. 
(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa terdakwa berslah terhadap perbuatan yang didakwakan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku 
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri-sendiri tentang suatu 
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti 
yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu 
dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan 
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil 
pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. 
(6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan 
sungguh-sungguh memperhatikan: 
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member 
keterangan tertentu; dan 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan 
itu dipercaya. 
(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
satu dengan yang lain tidak merupakan alat buktinamun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang 
disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah 
yang lain. 
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b) Keterangan saksi sebagai alat bukti 
 Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik kebarat sebagai alat bukti 
ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. 
Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan 
alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.Tidak ada perkara 
pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.Hampir 
semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan 
keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat 
butki yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti 
keterangan saksi, “the degree of evidence” keterangan saksi, mempunyai 
nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat KUHAP). 
a. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang 
harus diterangkan dalam sidang adalah: 
1) Apa yang saksi lihat sendiri; 
2) Apa yang saksi dengar sendiri; 
3) Apa yang saksi alami sendiri; 
Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, 
jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan 
penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa 
perkara dalam sidang.Apabila berbeda antara keterangan yang 
diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di depan 
sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh 
dan dicatat (Pasal 163 KUHAP). 
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b) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli 
 Dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah 
apa yang seorang ahli nyatakan di depan sidang pengadilan.Suatu 
keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut di 
muka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan 
keterangan.Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. 
 Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan 
sumpah dimuka penyidik, nilainya sama dengan keterangan ahli yang 
diucapkan dalam sidang. Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah: 
a. Karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah  
b. Tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak 
bersumpah terlebih dahulu. 
 Keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan 
hakim. 
Dengan demikian selaku ahli, ia mempunyai kewajiban datang di 
persidangan, mengucapkan sumpah, dan memberikan keterangan 
menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan 
oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu 
keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau, dengan kata 
lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Hal 
ini berbeda dengan keterangan seorang saksi yang justru dilarang 
memberikan kesimpulan-kesimpulan.Keterangan saksi hanyalah 
merupakan pengungkapan fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar, 
dan dialami sendiri.Lebih jelasnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 185 
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ayat 5 KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari 
pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. 
 Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak 
mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan 
keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu 
bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas 
mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. 
 Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, 
keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan 
ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim.Namun, 
yang perlu diingat apabila keterangan ahli dikesampingkan harus 
berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan 
tanpa alasan.Hal ini disebabkan hakim masih mempunyai wewenang 
untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan. 
 Apabila dibandingkan dengan ilmu manajemen, keterangan ahli 
adalah sama dengan atau setara pendapat seorang staf ahli, yang 
memberikan masukan bagi manajer dalam pengambialan keputusan. 
Manajer bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf 
ahli dalam pengambialan keputusan. Hanya saja keterangan ahli dalam 
persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum 
memberikan pendapatnya. 
 Dari keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, 
hakim dapat minta bantuan seorang ahli, dalam praktik sering disebut 
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sebagai saksi ahli (expertis, deskundigen).Keterangan ahli merupakan 
keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus 
dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna 
menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal.Sebagai asas 
dalam peradilan, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan 
kepadanya sekalipun hukum atau Undang-Undang tidak mengaturnya.Ia 
harus menemukan hukum itu. 
 Hal itu bukan berarti hakim dianggap tahu segalanya atau dianggap 
sebagai manusia serba tahu. Oleh karena itu, ia membutuhkan dan 
menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan 
yang mendalam tentang suatu hal yang menyangkut perkara yang 
ditanganinya. Misalnya, mengenai kebakaran, hakim membutuhkan 
pengetahuan tentang kelistrikan maka dipanggilah saksi ahli listrik dan 
seterusnya. Contoh lain, sebuah waduk pecah atau jembatan runtuh maka 
dalam kaitan ini dibutuhkan keterangan ahli beton bertulang. 
 Mengenai saksi ahli diatur dalam Pasal 160 ayat 4 yang 
menetapkan bilamana pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib 
bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan. 
Dalam Pasal 161 ayat 2, ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau 
mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, 
tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan 
hakim. 
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 Siapa atau apa yang disebut sebagai ahli tidak diberi penjelasan 
oleh KUHAP sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya 
seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang 
khusus, tetapi ditentukan oleh karena panggilan pengadilan yang wajib 
dipenuhi. Oleh karena itu, seorang ahli yang disidik oleh penyidik dalam 
rangka membuat terang suatu perkara, bila merasa dirinya tidak 
mempunyai keahlian khusus wajib mengundurkan diri.Dalam praktik di 
negara kita, pendidikan formal yang menjadi ukurannya.Seharusnya perlu 
ditambahkan syarat pengalaman dalam salah satu bidang. 
 Dalam Pasal 1 butir 28, diberi pengertian umum tentang keterangan 
ahli yang menyebut bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang 
diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan. Pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam 
proses pemeriksaan sidang, yaitu apa yang dinyatakan oleh seorang ahli 
dalam sidang. Keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 
menimbulkan persoalan, jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 133 
ayat 2 yang berbunyi: “Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran 
kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan 
oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.” 
 keterangan ahli kedokteran kehakiman atau keterangan yang 
dimaksud dalam Pasal 133 diberikan dalam proses penyidikan. Jadi, 
bukan dalam sidang sehingga keterangan dokter bukan ahli kehakiman 
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dapat dianggap sebagai alat bukti “surat” (Pasal 184 sub c).sementara itu, 
apabila keterangan dokter bukan ahli kehakiman diberikan dalam sidang, 
harus dianggap sebagai alat bukti “keterangan saksi” (Pasal 184 sub a). 
c) Kekuatan alat bukti surat 
 Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah 
pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan 
demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau 
meskipun memuat tanda-tanda bacaan, tetapi tidak mengandung buah 
pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. 
  Menurut Asser-Anema, surat ialah segala sesuatu yang 
mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk 
mengeluarkan isi pikaran. Sementara itu, menurut Pitlo, yang tidak 
termasuk dalam kata surat adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak 
memuat tanda bacaan. 
  Sejalan dengan pikiran Pitlo, Sudikno Mertokusumo mengatakan, 
potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, 
demikian pula denah atau peta.Meskipun ada tanda-tanda bacaannya, 
barang-barang tersebut itu tidak mengandung suatu bahan pikiran atau isi 
hati seseorang.Itu semua hanya sekedar barang atau benda untuk 
meyakinkan (demonstrative evidence). 
 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam suratnya yang 
ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 14 
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Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid, berpendapat microfilm atau 
microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara 
pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dengan catatan, baik microfilm maupun 
microfiche itu sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri 
kembali dari registrasi ataupun berita acar. Dalam perkara perdata, 
berlaku pula pendapat yang sama. 
 Jika pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut 
diterima, sesuai dengan pendapat Paton alat bukti dapat bersifat sebagai 
berikut: 
1. Oral: merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, 
2. Documentary: surat. 
3. Demonstrative evidence: alat bukti yang bersifat material adalah 
barang fisik lainnya, misalnya microfilm dan microfische tersebut. 
 
           Meskipun tidak ada pengaturan khusus tentang cara memeriksa 
alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR, harus diingat 
bahwa sesuai dengan system negative yang dianut oleh KUHAP, yakni 
harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di 
persidangan. Nilai alat bukti itu bersifat bebas. 
 Oleh karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah 
kebenaran materil atau kebenaran sejati, konsekuensinya hakim bebas 
untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat. 
 Di samping itu, haruslah diingat pula tentang adanya minimum 
pembuktian walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi 
(otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan 
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Undang-Undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, nilai 
kesempurnaannya pada lat bukti surat yang bersangkutan tidak 
mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sikap kesempurnaan 
formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup 
sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan 
dukungan dari alat bukti lain. Artinya, sifat kesempurnaan formalnya harus 
tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam 
Pasal 183 KUHAP. 
 Ada dua hal yang perlu diingat tentang kekuatan alat bukti surat. 
Dua hal tersebut sebagai berikut. 
1) Bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap 
bukti-bukti surat dalam perkara perdata, tetapi surat-surat 
tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan bahwa 
mereka harus menentukan keyakinan hakim. Dengan demikian, 
dalam perkara perdata, hakim berkewajiban untuk memutus 
suatu perkara menurut kekuatan bukti dari suatu akta otentik 
yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkalan. Akan tetapi, dalam 
perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan 
oleh hakim. 
2) Pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk 
memutuskan apa yang benar oleh kedua belah pihak yang 
berperkara dianggap benar (kebenaran formal). Sementara itu, 
tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk 
mencari kebenaran material. 
 
 Dalam ketentuan umum tidak terdapat pengertian tentang apa surat 
itu. Menurut Pitlo, suatu surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang 
berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Atas bahan apa dicantumkannya 
tanda bacaan ini di atas kertas, karton, kayu, atau kain adalah tidak 
penting. Juga tidak penting apakah tanda bacaan itu terdiri atas huruf 
yang kita kenal atau dari huruf china, tanda stenografi, atau dari tulisan 
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rahasia yang disusun sendiri. Tidak termasuk dalam kata surat adalah foto 
dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan. Seseorang 
menerima sejumlah uang atau barang, baru merasa dirinya aman jika ia 
member suatu tanda terima. 
d) Kekuatan Alat Bukti Petunjuk 
 Seperti yang diuraikan di atas, perbuatan, kejadian, atau keadaan 
karena persesuaiannya merupakan hal yang pentin. Dari ketentuan Pasal 
188 ayat 1 dihubungkan dengan ayat 2 KUHAP, perbuatan, kejadian, atau 
keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan 
saksi, surat dan keterangan terdakwa. 
 Dalam menggunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih 
sulit. Ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau 
keadaan, menarik kesimpulan yang perlu, serta mengombinasikan akibat-
akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti 
atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. 
 Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP 
tersebut kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang 
didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak 
mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu 
redenering. Maksudnya adalah suatu pemikiran tentang adanya 
persesuaian antara kenyataan yang satu dan kenyataan yang lain, atau 
antara suatu kenyataan dan tindak pidanya sendiri. 
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 Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, atau keadaan-
keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat, atau 
keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim 
membuat suatu pemikiran. Lebih tepatnya adalah jika penulis mengatakan 
bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu 
kenyataan sebagai terbukti. 
 Dalam penerapannya kepada hakimlah diletakkan kepercayaan 
untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan 
merupakan petunjuk.Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat 
dan teliti (Pasal 188 ayat 3 KUHAP). 
 Perlu diingat bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk 
dirinya sendiri (Pasal 189 ayat 3 KUHAP).Oleh karena itu, keterangan 
kawan terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan tidak boleh 
dipergunakan sebagai petunjuk. Adanya syarat yang satu dan yang lain 
harus terdapat persesuaian, berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu 
ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti 
petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan 
yang dapat menimbulkan alat bukti. 
  Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat 1 adalah 
perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik 
antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
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pelakunya. Batasan ini sesuai dengan batasan Pasal 310 HIR. Dalam ayat 
2, perbuatan, kejadian, atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari: 
1) Keterangan saksi, 
2) Surat, dan 
3) Keterangan terdakwa. 
 
 Hal ini sejalan dengan Pasal 311 HIR. Ayat 3 dalam Pasal 311 HIR 
memberikan tekanan dalam menerapkan petunjuk sebagai alat bukti 
bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan 
kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan 
dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
Menurut Wiryono Prodjodikoro, apa yang disebut sebagai petunjuk 
sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil 
dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan 
saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Petunjuk sebagai lat bukti, ditiru 
dari HIR Pasal 310, 311, dan 312 yang dalam Undang-Undang No. 1 
tahun 1950 sudah dihapuskan. 
e) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa 
 Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam 
Pasal 184 ayat 1 Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu 
alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan 
keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi-
saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Oleh karena 
itu, di dalam KUHAP disebut dengan keterangan terdakwa.Kalau ditinjau 
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dari pengertian gramatikal atau tata bahasa memang terdapat perbedaan 
makna antara “pengakuan” dan “keterangan”. Pada pengakuan terasa 
benar mengandung suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan 
seseorang, misalnya kalau Toto mengaku mengambil HP-nya Andi berarti 
pengakuan itu mengandung pernyataan bahwa Toto benar melakukan 
perbuatan mengambil HP-nya Andi. 
 Keterangan pengakuan itu mengandung penjelasan Toto 
mengambil HP-nya Andi.Akan tetapi, sekalipun benar ada terasa 
perbedaan itu pada hakikatnya tidak mengakibatkan kedua istilah tersebut 
saling bertentengan. Sementara itu, pada istilah “keterangan terdakwa” 
sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pengingkaran”, dalam istilah 
“pengakuan tertuduh” hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu 
sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, 
keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan 
“pengakuan” dan “pengingkaran” dan menyerahkan penilaiannya kepada 
hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan 
pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi 
pengingkaran. 
 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan 
diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP).Sementara itu, 
tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana 
(Pasal 1 butir 14 KUHAP). Adapun keterangan terdakwa ialah apa yang 
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terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang 
ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP) 
 Pengertian keterangan terdakwa lebih luas jika dibandingkan 
dengan pengakuan terdakwa.Oleh karena itu, dengan memakai 
keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju daripada pengakuan 
terdakwa.Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan 
terdakwa. 
 Keterangan terdakwa ini tidak perlu sama dengan pengakuan 
terdakwa. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-
syarat: 
1. mengaku ia melakukan delik yang didakwakan dan 
2. mengaku ia bersalah. 
 
 Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa.Bunyi Pasal 189 KUHAP 
secara lengkap sebagai berikut. 
1. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
alami sendiri. 
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
 
 Hal yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa, bukan 
keterangan tersangka. Keterangan tersangka adalah keterangan yang 
diberikan ketika dulu ia diperiksa di muka penyidik. 
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 Dari ketentuan Pasal 189 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP keterangan 
tersebut bisa dibagi menjadi dua golongan berikut:  
1) Diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka 
yang diberikan di depan penyidik. 
2) Diberikan di dalam sidang pengadilan. 
 
 Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah 
merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa 
tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami. 
Keterangan tersebut dalam suasana yang lebih bebas dari teakanan. 
 Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan 
tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam 
sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (tafsir A. Contratio 
dari Pasal 189 ayat 2 KUHAP). 
 Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, jangan sampai 
hanya mengejar keterangan tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. 
Hal ini disebabkan tanpa alat bukti yang sah lainnya, tidak akan 
mempunyai arti. Apalagi jika keterangan tersangka tersebut dalam berita 
acara penyidikan dicabut dalam sidang, akan lebuh parah jika tidak ada 
alat bukti yang sah lainnya. 
 Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri.Dengan demikian, keterangan terdakwa tersebut tidak bisa untuk 
memberatkan sesama terdakwa.Oleh karena itu, di dalam pemeriksaan 
yang terdakwanya lebih dari seorang, jika ingin mendapatkan suatu 
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keterangan yang objektif, sebaiknya diperiksa satu per satu.Hal ini untuk 
mencegah agar sesama terdakwa tidak saling memengaruhi atau 
menyesuaikan diri. 
 Dari ketentuan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya 
KUHAP melarang sesama terdakwa dijadikan saksi antara yang satu 
terhadap yang lain.Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 
ayat 4 KUHAP). Oleh karena itu, pengakuan terdakwa tidak 
menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi, meskipun seorang 
terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain karena 
yang dikejar adalah kebenaran materil. Hal ini berbeda dengan 
pengakuan dalam hukum acara perdata, yang merupakan alat bukti 
sempurna. Oleh karena dalam hukum acara perdata, yang dicari adalah 
kebenaran formal. 
 
C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum, yang didalam 
Wetboek Van Strafbaarfeit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam 
Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan 
dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 
arti delik diberi batasan sebagai berikut :“perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; 
tindak pidana.”  
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Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
dikenal dengan istilah “stratbaar feit”.Istilah strafbaar feit dalam bahasa 
Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, 
peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. 
Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan dalam Undang-
Undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan 
pidana atau tindak pidana.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. 
Menurut Simons, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana 
adalah sebagai berikut: 
“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab.” 
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi24, memberikan 
pengertian tindak pidana sebagai berikut: 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab).” 
                                                           
24
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika 
Aditama: Bandung, Hal. 99 
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Sementara menurut Moeljatno25, berpendapat bahwa pengertian 
perbuatan pidana adalah sebagai berikut: 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut. 
Lebih lanjut Moeljatno, menambahkan bahwa perbuatan pidana 
adalah: 
“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa  larangan ditujukan 
kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya 
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.” 
Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, 
oleh karena itu antara kejadian dan orang yangmenimbulkan kejadian itu 
ada hubungan yang erat pula. 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia  yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut 
melangggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang 
dan diberi sanksi  berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan 
suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan 
tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. 
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari 
                                                           
25 Moeljatbo,2009, Asas-Asas Hukum Pidana,Hal. 59 
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istilah asing strafbaar feit.Namun belum jelas apakah disamping 
mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit dimaksudkan untuk 
mengalihkan makna dan pengertiannya ataukah sekedar mengalihkan 
bahasanya. 
Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada 
orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak 
tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah 
mengenai pertanggung jawaban  seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya. 
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai 
criminal act,juga ada dasar yang pokok, yaitu“asas legalitas” (Principle of 
legality). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan 
bahasa latin sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit 
(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). 
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit  
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman(1775-1833). 
Menurut von Feurbach26,asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu: 
                                                           
26  Ibit, Hal. 27 
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a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidanajika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-
Undang. 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi. 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang 
ialah bahwa harus ada aturan Undang-Undang yaitu aturan hukum yang 
tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHPyang rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, 
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 
yang telah ada. Kemudian dalam menentukan ada atau tidaknya tindak 
pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih 
dipakai oleh kebanyakan negara-negara.  
Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu 
kejahatan.Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan 
perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau 
kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-
bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang 
dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut 
harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi 
suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana 
sesuai dengan pasal yang mengaturnya. 
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Konsep kesalahan geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa 
kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang 
atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) 
KUHPberbunyi: 
1) Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 
sebelumnya. 
2) Jika ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah 
perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang 
paling menguntungkannya. 
Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHPIndonesia 
tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut 
diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Kata strafbaar artinya „dapat dihukum‟.Arti harfiahnya ini tidak dapat 
diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah 
manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, 
maupun tindakan.Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia 
yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai 
hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana 
harus terdiri dari unsur-unsur lahir , oleh karena itu perbuatan yang 
mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian 
dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya 
perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau 
keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. (Leden Marpaung)27 
                                                           
27 Leden marpaung, 2006. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Hal. 10 
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 Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan 
istilah “hukuman”, istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk 
pergantian perkataan “straft”, tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih baik 
daripada “hukuman”.Sementara  Muladi dan Bardanawawi Arief, istilah 
”hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat 
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya 
sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-
hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.Oleh karena 
pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan 
pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-
sifatnya yang khas. 
Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni28 
1) Dari sudut pandang teoritis. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
2) Dari sudut Undang-Undang. 
Sudut Undang-Undang adalah bagimana kenyataan tindak pidana 
itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
 Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a) Perbuatan;  
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan). 
                                                           
28
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan 
& Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo: Jakarta, Hal. 79  
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 Dari rumusan R. Tresna29, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni : 
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c) Diadakan tindakan penghukuman. 
 Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:  
a) Perbuatan (yang); 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);  
d) Dipertanggungjawabkan. 
 Sementara itu Schravendijk30dalam batasan yang dibuatnya 
secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Kelakuan (orang yang);  
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c) Diancam dengan hukuman; 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e) Dipersalahkan/kesalahan. 
 
 Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur 
mengenai diri orangnya. 
 Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku 
III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana 
                                                           
29 Ibit, Hal. 80 
30 Ibit, Hal. 81 
60 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
(Adami Chazawi,)31yaitu : 
a) Unsur tingkah laku; 
b) Unsur melawan hukum; 
c) Unsur kesalahan; 
d) Unsur akibat konstitutif; 
e) Unsur keadaan yang menyertai; 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; 
i) Unsur objek hukum tindak pidana; 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. 
 Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : 
a) Merupakan perbuatan manusia; 
b) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil); dan 
c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat 
materiil). 
 Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum 
itu sendiri.Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana 
bila telah diatur dalam aturan hukum.Tindakan-tindakan manusia yang 
tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi 
dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan 
hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci 
maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. 
 Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang 
dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pengawai 
                                                           
31 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Hal. 82 
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negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur 
subjektif, unsur ini meliputi: 
a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 
kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 
333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 
b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau 
poging (Pasal 53 KUHP) 
d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 
362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 
KUHP), dan lain-lain 
e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal 
ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), 
membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak 
sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP). 
Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan 
kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan 
tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri 
pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 
a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 
delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 
dan lain-lain. 
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur 
ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
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 Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau 
menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang 
dapat dikenai aturan hukum. 
 
D. MENGHILANGKAN NYAWA 
1. Pengertian Menghilangkan Nyawa 
  Pengertian menghilangkan nyawa menurut KUHP yaitu segala 
perbuatan yang bermaksud untuk merampas nyawa orang lain. Dalam 
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menghilangkan nyawa 
diatur dalam buku II KUHP dalam BAB XIX yaitu kejahatan terhadap 
nyawa Pasal 338 – 350 
2. Dasar Hukum Menghilangkan Nyawa 
Adapun dasar hukum Menghilangkan nyawa/ Membunuh dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam BAB XIX 
tentang kejahatan terhadap nyawa yakni Pasal 338 sampai 350. 
3. Unsur-Unsur Menghilangkan nyawa 
Pasal 338 KUHP: “ Barang siapa dengan sengaja merapas nyawa 
orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun” 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP: 
a. Setiap orang. 
b. Dengan sengaja. 
c. Merampas nyawa orang lain.32 
                                                           
32  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya 
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Antara unsur obyektif sengaja dengan wujud perbuatan 
menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah 
pelaksanaan perbuatan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah 
timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh 
karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya 
atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, 
dimana dalam waktu tenggang yang cukup lama itu petindak dapat 
memikirkan tentang berbagai hal. 
Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif 
dan abstrak.Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan 
gerakan dari sebagaian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, 
walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. 
Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bukti konkrit, 
perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menikam, 
membacok, menembak dan lain sebagainya yang tidak terbatas 
banyaknya. 
Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum 
menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, akibat 
ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya 
pembunuhan itu. 
Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau 
tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama 
kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh 
64 
perbuatanitu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat 
ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat 
bacokan itu korban meninggal dunia. 
 
E. DEELNEMING 
1. PENGERTIAN DEELNEMING 
Kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang 
diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi 
“penyertaan”.33Deeleneming dipermasalahkan dalam hukum pidana 
karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama-
sama oleh beberapa orang.Jika hanya satu orang yang melakukan suatu 
delik, pelakunya disebut alleen dader. 
Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam 
suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.34 
Pendapat Satochid Kartanegara di atas kurangb tepat, karena 
walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk 
deelneming.Lebih tepat jika deelneming diartikan suatu delik yang 
dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.Hal ini 
terkait dengan pertanggungjawaban. 
 
 
                                                           
33 M.E Tair dan H. Van der Tas, Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, Jakarta: 
Timunmas. 1957. 
34Satochid, op. cit., Hal. 497. 
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Menurut doktrin, deelneming menurut sifatnya terdiri atas: 
a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban 
dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri; 
b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni 
pertanggungjawan dari peserta yang satu digantungkan 
pada perbuatan peserta yang lain.35 
KUHP tidak menganut pembagian deelneming menurut sifatnya. 
 Deelneming diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.Untuk jelasnya, 
perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi: 
1. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana: 
a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
melakukan perbuatan itu; 
b) Merka yang dengan member, menjanjikan sesuatu, salah 
memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan 
memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja 
membujuk supaya perbuatan itu dilakukan. 
2. Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah 
perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, 
beserta akibat-akibatnya. 
 
Pasal 56 KUHP berbunyi: 
  “Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum: 
a) Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan 
dilakukan; 
b) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, 
ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.” 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP 
tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yakni: 
1) Orang yang melakukan (dader or doer); 
2) Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger); 
3) Orang yang turut melakukan (mededader); 
4) Orang yang sengaja membujuk (uitlokker); 
5) Orang yang membantu melakukan (medeplichtige). 
                                                           
35Ibid.,Hal. 498. 
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Agar kelima hal tersebut lebih jelas, perlu dicermati dengan seksama. 
2.  ORANG YANG MELAKUKAN DELIK (DADER/DOER) 
Dalam Kamus Besar Bahasa Belanda, kata dader diartikan 
pembuat. Kata dader berasal dari kata daadyang artinya “membuat”.36 
Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata 
pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain: 
a) Orang yang melakukan suatu perbuatan; 
b) Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya); 
c) Yang melakukan suatu perbuatan;37 
Dalam bahasa inggris pelaku disebut dengan doer.Dengan 
demikian terjemahan dader dengan “pembuat” adalah tidak tepat. 
Yang dimaksud dengan “pelaku” (dader/doer) adalah orang yang 
memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-
Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” 
dapat diketahui dari jenis delik, yakni: 
1) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah 
memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang; 
2) Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik; 
3) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, 
pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur 
kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. 
Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah 
pegawai negeri. 
 
 
 
 
                                                           
36 M.E. Tair dan Van der Tas, op. cit. Hal.78.  
37Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001. 
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3. ORANG YANG MENYURUH MELAKUKAN 
(DOENPLEGER/MANUSDOMINA) 
Ajaran ini disebut middelijkedaderschap karena diartikan sebagai 
dader tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan 
suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut manus 
ministra, yang oleh Satochid Kartanegara disebut onmiddelijk 
dader.Manus ministra oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat 
dihukum.Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. 
Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimuat dalam putusan 
Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1-2-1956, antara lain memuat: 
“Makna dari “menyuruh malakukan” (doenplegen) suatu tindak 
pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub.1 KUHP, 
syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh 
itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh 
karena itu, tidak dapat dihukum”. 
Rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat 
dihukum” merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang 
disuruh melakukan delik tersebut.Simons mengutarakan bahwa orang 
yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni: 
1) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah 
seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti 
yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP; 
2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana 
mempunyai dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai 
unsur tindak pidana yang bersangkutan; 
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3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu 
sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun 
culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur 
opzet seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang bagi tindak 
pidana tersebut; 
4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu 
tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah 
disyaratkan did alam Undang-Undang mengenai tindak pidana 
di atas; 
5) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah 
melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di 
bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan berharap 
paksaan itu orang tersebut tidak mampu member perlawanan; 
6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana 
dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, 
padahal printah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan 
yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu; 
7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu 
tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah 
disyaratkan oleh Undang-Undang, yakni suatu sifat yang harus 
dimiliki oleh pelaku sendiri.38 
 
4. ORANG YANG TURUT MELAKUKAN (MEDEDADER) 
Dalam Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata 
medeidentik dengan ook yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. 
Jadi, mededader berarti “dader juga”.39 Satochid Kartanegara 
menerjemahkan mededader dengan “turut  melakukan”, Lamintang 
dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja 
menerjemahkan dengan kata “bersama-sama”. 
Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada 
hakikatnya tidak ada perbedaan.Namun pada umumnya, dalam 
pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. 
                                                           
38Ibid.,Hal. 583. 
39 M.E. Tair dan Van der Tas, op. cit. Hal. 80. 
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Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya 
mededader  harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: 
a) Harus ada kerja sama secara fisik; 
b) Harus ada kesadaran kerja sama. 
 
Selanjutnya Satochid Kartanegara mengutarakan: 
“Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan 
bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan 
yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan 
terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat 
mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja 
sama.40 
 
5. ORANG YANG SENGAJA MEMBUJUK (UITLOKKER) 
Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub.2 (ke-2) yang berbunyi 
sebagai berikut. 
“Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai 
kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu 
atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan 
sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.” 
Sebagian pakar berpendapat bahwa uitlokking di atas termasuk 
deelneming yang berdiri sendiri. 
Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerkan orang lain 
untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara 
dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. 
                                                           
40Satochid, op. cit., Hal.568. 
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Menurut doktrin, orang yang menggerakan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana disebut actor intelectualis atau intelectueel dader 
atau provocateur atau uitlokker. 
Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) dengan orang yang 
menyuruh (doenpleger) memiliki persamaan, yakni sama-sama 
menggerakkan orang lain. Adapun perbedaannya adalah: 
a) Pada pertanggungjawaban, yakni pada doenplegen si pelaku 
tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang pada uitlokking si 
pelaku dapat dipertanggungjawabkan; 
b) Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada 
uitlokking ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, 
sedang pada doenplegen tidak ditentukan. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui 
unsur-unsur uitlokking membujuk) sebagai berikut: 
a) Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik 
tertentu oleh yang dibujuk; 
b) Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang 
ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; 
c) Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk 
melakukan delik tertentu; 
d) Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, 
setidak-tidaknya melakukan percobaan. 
 
Untuk memahami dengan seksama persepsi masing-masing unsur 
di atas, maka perlu dicermati satu per satu. 
ad. a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik 
tertentu oleh yang dibujuk 
 Kesengajaan si pembujuk sama dengan kesengajaan si pelaku 
atau orang yang dibujuk, yakni dilakukannya delik tertentu. Dalam hal 
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adanya kekeliruan (error), si pembujuk tidak dapat diminta 
pertanggungjawabannya, misalnya: 
A membujuk B untuk membunuh si C. Akan tetapi, yang dibunuh B 
ternyata si D karena B menyangka D itulah si C. dalam kasus ini, A 
tidak dapat dipersalahkan membujuk si B untuk membunuh si D, 
sebab A memang tidak pernah membujuk B untuk membunuh si D. 
Hubungan langsung kesengajaan tersebut dapat dilihat pada 
kutipan di bawah ini: 
“… harus adanya hubungan langsung antara “sengaja membujuk” 
dan “delik” yang benar-benar dilakukan (oleh yang dibujuk) itu 
tidaklah berarti harus adanya identiteit (kesamaan) penuh antara 
delik yang dikehendaki oleh yang membujuk supaya dilakukan dan 
delik yang benar-benar dilakukan tersebut. Jadi, baik ditinjau dari 
sudut fakta maupun ditinjau dari sudut yuridis, tidak perlu ada 
identiteidpenuh itu.Pompe memeberi contoh sebagai berikut.Dalam 
Putusan H.R. tertanggal 21 Desember 1914 N.J 1915 Hal. 376 W 
No.9756: A sengaja membujuk si B seorang masinis kapal untuk 
menenggelamkan sebuah kapal. B melakukan perbuatan meneng-
gelamkan kapal itu bersama-sama dengan orang lain. Jadi, ada 
turut melakukan tanpa A mengetahui terlebih dahulu. Biarpun 
demikian, masih juga A dihukum karena sengaja membujuk 
penenggelaman kapal…”  
 
6. MEMBANTU (MEDEPLICHTIGHEID) 
Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang 
berbunyi sebagai berikut. 
“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum: 
1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu 
dilakukan; 
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.” 
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Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu 
rumusan Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut. 
“Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan 
perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar 
oleh pembantu itu serta akibatnya.” 
Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah 
perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan 
tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil 
atau immaterial. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pendapat Mr. M.H. 
Tirtaamidjaja, yang menyatakan: “… suatu bantuan yang tidak berarti tidak 
dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum.”41 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti kata 
“membantu”, yaitu 
1) Tolong …, 
2) Penolong…, 
Membantu, memberik sokongan…”42 
 Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya 
menolong atau member sokongan.Dalam hal ini, tidak boleh merupakan 
perbuatan pelaksanaan.Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, 
pelaku telah termasuk mededader, bukan lagi membantu. 
                                                           
41Tirtaamidjaja, op. cit., Hal. 104. 
42Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001. 
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 Mengenai rumusan “sengaja”, dalam hal ini telah cukup jika yang 
bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan 
memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya 
berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan. 
 Simons menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua 
unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai 
berikut. 
 “Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah 
memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah 
dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah 
atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan.Dalam hal 
seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan 
kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak 
digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat 
dihukum. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi 
unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui 
bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung 
dilakukannya suatu kejahatan….”43 
 Semua yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu 
kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif.Adakalanya perbuatan 
“membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapat 
terjadi jika seseorang berkewajiban untuk berbuat tetapi “tidak berbuat”, 
                                                           
43Lamintang, op. cit., Hal. 620. 
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misalnya petugas ronda sengaja tidak melakukan ronda agar maling dapat 
masuk ke rumah A; atau penjaga gudang, walaupun barang di gudang 
diambil orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang atau mencegah. 
 Ada perbuatan “membantu” yang dianggap oleh KUHP sebagai 
perbuatan atau delik yang berdiri sendiri, antara lain seperti yang dimuat 
dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 
237 KUHP. 
 Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP 
yang berbunyi: 
a. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, 
dikurangi sepertiga bagi si pembantu. 
b. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau 
hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman 
penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
c. Hukuman tambahan utnuk kejahatan dan membantu 
melakukan kejahatan itu, sama saja. 
d. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya 
diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan 
atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya. 
 
7. YURISPRUDENSI TENTANG DEELNEMING 
Yurisprudensi tantang deelneming telah banyak, di antaranya 
sebagai berikut. 
a) Arrest tiang yang ditanam (heipalen-arrest) 
Kasus posisi perkara sebagai berikut. 
Terdakwa V dengan nasihat atau penerangannya, menimbulkan 
pikiran pada seseorang yang bernama I, bagaimana ia dapat 
menguntungkan diri dengan mengirimkan telegram palsu. 
Dengan penerangan itu, timbul rencana melakukan kejahatan 
pada I (si pelaku). (Hoge Raad, tanggal 13 Juni 1898, W. 7145 
berpendapat bahwa hal itu bukanlah member bantuan dan V 
dibebaskan) 
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b) Pastor Arrest (Arrest Pastoor) 
Kasus posisi perkara: 
Seorang pastor menyurh dua orang wanita memberi pelajaran di 
sekolah taman kanak-kanak dalam ruangan yang sangat kecil 
untuk dapat menampung murid yang begitu banyak. Pastor 
dituntut sebagai penyuruh (yang menyuruh) melakukan. (Hoge 
Raad, tanggal 27 Juni 1898 membebaskan pastor tersebut dan 
berpendapat bahwa kedua guru wanita itu sendiri yang dapat 
dituntut) 
c) Arrest Hoge Raad tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, Hoge raad 
berpendapat antara lain: 
“Orang yang mengamat-amati, dan turut membuat rencana, 
namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap 
merupakan pelaku bersama.” 
d) Arrest kereta api di borm (Borner Spoorweg-arrest) 
Hoge Raad dengan Arrest tanggal 24 November 1921, N. J. 
1922, halaman 179, berpendapat antara lain: 
“Bahwa untuk menjatuhkan pidana karena turut serta 
menimbulkan bahaya bagi lalulintas kereta api, tidak perlu 
dituntut kerja sama secara sadar sebagai syarat, baik masing-
masing atau sendiri-sendiri, karena tidak berhati-hati 
mengakibatkan bahaya lalulintas kereta api.” 
e) Arrest Hoge Raad tanggal 21 April 1913, N. J. 1913 halaman 
961, W. 9501. Hoge Raad dalam arrest tersebut antara lain 
berpendapat: 
“Seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan seorang 
pelaku, melainkan hanyalah disamakan dengan seorang pelaku. 
Oleh karena itu, barang siapa tidak mempunyai sifat pribadi, ia 
tetap dapat menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, di 
mana sifat pribadi tersebut merupakan suatu unsur dari 
kejahatan yang bersangkutan.”44 
 Berdasarkan arrest tersebut, seseorang yang bukan pegawai 
negeri dapat menyuruh seorang pegawai negeri melakukan kejahatan 
jabatan, misalnya untuk memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 421 
KUHP yang berbunyi sebagai berikut. 
“Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai 
kekuasaannya memaksa untuk melakukan, tidak melakukan, 
atau membiarkan sesuatu, dihukum penjara selama-lamanya 
dua tahun delapan bulan.” 
                                                           
44Ibid ., Hal. 581. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat normatif empiris, yaitu 
penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan 
(library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang 
dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka 
dilakukan penelitian lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang 
berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan 
dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak 
– pihak yang terkait  dengan objek penelitian. 
 
B.Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian iniakan dilakukan di Pengadilan Negeri 
Makassar dan Rumah Sakit Bayangkara Makassar serta instansi dan 
pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. 
 
C.Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
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1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkai 
sehubungan dengan Penulisan skripsi ini, dalam hal ini Hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar dan dokter forensic di Rumah Sakit 
Bhayangkara. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literature, 
peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, 
dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang 
dibahas dalam Penulisan skripsi ini. 
 
D.Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 
mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak 
yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, serta 
peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan 
penulisan ini. 
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E. Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai implikasi dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang 
terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat 
digunakan. 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara 
kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan 
masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum sebagai Alat Bukti 
dalam Tindak Pidana Pembunuhan 
 
 
1. IDENTITAS TERDAKWA 
Nama Lengkap :  MUSKAR Als. KADONG BIN MUSTAFA 
Tempat Lahir  :  Makassar 
Umur/TL  :  19 Tahun/ 23 April 1994 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal  :  Jl.Bunga Eja Beru Lrg. 15 RT/RW.007/001 
Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota 
Makassar 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Buruh Harian 
2. KRONOLOGIS KASUS 
MUSKAR als. KADONG bin MUSTAFA baik bertindak sendiri-
sendiri atau secara bersama-bersama dengan saksi  A. SULAEMAN Als. 
MANA, penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah dan 
putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No.2021/PID.B/2013/PN.Mks tanggal 30 Januari 2014) dan 
MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI (masuk dalam daftar pencarian 
orang (DPO) Kepolisian Sektor Tallo berdasarkan surat kepala kepolisian 
sector Tallo tanggal 18 Desember 2013), pada hari Kamis tanggal 28 
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November 2013, sekitar pukul 00.01 wita atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Kandea 3 Lrg. 13 Kel. 
Bungaeja Baru Kec. Tallo Kota Makassar atau disuatu tempat yang masih 
dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri 
Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa RAHMAN Als. OMA Als. 
ASBUL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai 
berikut: 
Awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang 
beberapa orang dari teman terdakwa tersebut adalah saksi A. 
SULAEMAN Als.MANA serta MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI 
terlibat pertengkaran pasca minum-minuman keras dengan seseorang 
yang juga adalah salah satu teman terdakwa yang bernama BATO, 
namun pertengkaran tersebut berakhir oleh karena saksi A. SULAEMAN 
Als.MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI menuju kearah 
pulang sedangkan terdakwa MUSKAR Als. KADONG juga pulang menuju 
rumahnya; 
Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saat 
saksi A.SULAEMAN Als. MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI sedang berada disekitar tempat tersebut, maka datanglah korban 
yaitu RAHMAN Als. OMA Als. ASBUL dengan mengendarai sepeda motor 
Yamaha Vega DD 4006 YA melintas didepan keduanya, tak lama 
kemudian maka korban yang mengendarai sepeda motor tersebut 
memutar sepeda motornya lalu berhenti pada jarak kurang lebih 20 meter 
dari tempat saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI berada dengan posisi sepeda motor 
menghadap kearah keduanya seraya terlihat Handphone miliknya untuk 
berbicara dengan seseorang di atas sepeda motor yang dimaksud; 
Melihat hal tersebut maka MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI 
menyuruh saksi A. SULAEMAN Als.MANA untuk mendekatinya karena 
MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI curiga bahwa orang tersebut 
yaitu korban RAHMAN Als OMA Als. ASBUL adalah salah seorang teman 
dari BOTA yang baru saja terlibat pertengkaran/keributan dengan saksi 
A.SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI, 
mendengar hal tersebut maka saksi A. SULAEMAN Als.MANA mendekati 
korban, namun langkahnya tersebut diikuti oleh MAKMUR Als. 
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BARUMBUNG Als. JEFRI sambil memegang parang yang sudah 
terhunus; 
Setelah dekat dengan posisi korban tersebut, tiba-tiba dari arah 
belakang, MAKMUR Als BARUMBUNG Als. JEFRI menebaskan parang 
yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai helem yang 
digunakan oleh korban, korban yang menyadari hal itu lalu berupaya lari 
dengan cara mendorong motor miliknya serta melepaskan helem yang 
digunakan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut, melihat bahwa 
korban berupaya melarikan diri maka saksi A. SULAEMAN Als. MANA 
bersama dengan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengejar 
korban kearah Jl. Kandea 3 Lrg. 13 Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo 
Makassar sampai dengan korban terjatuh dan pada saat itulah MAKMUR 
Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengayunkan parang yang dipegangnya 
kearah tubuh korban dan mengenai pada bagian dahi, selanjutnya korban 
masih berupaya menyelamatkan diri dengan cara berdiri dan berlari 
namun saksi A. SULAEMAN Als. MANA bersama dengan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI tetap mengejarnya, dan pada saat korban 
berlari dengan sebuah pos tiba-tiba terdakwa MUSKAR Als KADONG 
muncul dan langsung memukul korban dengan menggunakan satu (1) 
buah balok kayu mengena pada bagian punggung dan kepala korban, 
sedangkan saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI masih mengejar korban; 
Adapun setelah mendapat tebasan parang dan pukulan balok 
tersebut, korban masih terus berupaya melarikan diri sampai dengan 
terjatuh kembali di salah satu gank sempit disekitar tempat kejadian akibat 
salah satu kaki korban terpelset, dan pada posisi terjatuh itulah, korban 
kembali mendapatkan serangan dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI yang dilakukannya dengan cara mengayungkan parang yang 
dipegangnya kearah beberapa tubuh korban yaitu pada kepala, wajah, 
punggung, serta betis, setelah itu maka MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk sangkur yang 
dibawanya kepada saksi A. SULAEMAN Als.MANA menerima senjata 
tersebut dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI untuk selanjutnya 
dipergunakan untuk melakukan penikaman terhadap tubuh korban dan 
setelah itu saksi A. SULAEMAN Als.MANA melihat bahwa MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI mengangkat sebuah pot bunga yang berada 
disekitar tempat kejadian lalu menghempaskan kearah tubuh korban, dan 
tak lama kemudian mulailah warga berdatangan di tempat kejadian dan 
selanjutnya baik saksi A. SULAEMAN Als.MANA maupun MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI pergi meninggalkan tempat tersebut; 
Akibat perbuatan saksi A. SULAEMAN Als. MANA, MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI, dan terdakwa MUSKAR Als. KADONG 
mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et 
Repertum RS Bhayangkara No.010-Mt/Ver/XI/2013/Rumkit tanggal 30 
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November 2013 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan 
oleh Dokter pada rumah sakit tersebut dimana dalam pemeriksaan 
disimpulkan adanya hal-hal yaitu sebagai berikut: 
a. Ditemukan 10 (sepuluh) buah luka, 9 (Sembilan) luka terbuka 
san 1 (satu) buah luka lecet, adapun 9 (Sembilan) luka tersebut 
yaitu 3 (tiga) buah luka terbuka pada kepala, 2 (dua) buah luka 
terbuka pada wajah, 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan, 1 
(satu) buah luka lecet pada daerah bahu, 1 (satu) luka terbuka 
pada daerah perut, 1 (satu) luka terbuka pada daerah punggung 
dan 1 (satu) luka robek terbuka pada daerah anggota gerak 
bawah; 
b. Luka lecet menunjukan tanda kekerasan pada benda tumpul, 
dan luka terbuka menunjukan tanda kekerasan dari benda 
tajam; 
c. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah luka terbuka 
yang dapat sesuai akibat luka bacok pada daerah kepala dan 
luka tusuk pada daerah perut, sehingga terjadi mekanisme 
perdarahan berat yang berisiko menyebabkan kematian; 
 
3. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM 
Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif subsideritas, yaitu: 
KESATU: 
PRIMAIR: 
Bahwa ia terdakwa MUSKAR als. KADONG bin MUSTAFA baik 
bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-bersama dengan saksi  A. 
SULAEMAN Als. MANA, penuntutannya diajukan dalam berkas perkara 
terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No.2021/PID.B/2013/PN.Mks tanggal 30 
Januari 2014) dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI (masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Sektor Tallo berdasarkan surat 
kepala kepolisian sector Tallo tanggal 18 Desember 2013), pada hari 
Kamis tanggal 28 November 2013, sekitar pukul 00.01 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Kandea 
3 Lrg. 13 Kel. Bungaeja Baru Kec. Tallo Kota Makassar atau disuatu 
tempat yang masih dalam kewenangan memeriksa dan mengadili 
Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan 
perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa 
RAHMAN Als. OMA Als. ASBUL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara-cara yaitu sebagai berikut: 
83 
Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa 
yang beberapa orang dari teman terdakwa tersebut adalah saksi A. 
SULAEMAN Als.MANA serta MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI 
terlibat pertengkaran pasca minum-minuman keras dengan seseorang 
yang juga adalah salah satu teman terdakwa yang bernama BATO, 
namun pertengkaran tersebut berakhir oleh karena saksi A. SULAEMAN 
Als.MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI menuju kearah 
pulang sedangkan terdakwa MUSKAR Als. KADONG juga pulang menuju 
rumahnya; 
Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, 
saat saksi A.SULAEMAN Als. MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG 
Als. JEFRI sedang berada disekitar tempat tersebut, maka datanglah 
korban yaitu RAHMAN Als. OMA Als. ASBUL dengan mengendarai 
sepeda motor Yamaha Vega DD 4006 YA melintas didepan keduanya, tak 
lama kemudian maka korban yang mengendarai sepeda motor tersebut 
memutar sepeda motornya lalu berhenti pada jarak kurang lebih 20 meter 
dari tempat saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI berada dengan posisi sepeda motor 
menghadap kearah keduanya seraya terlihat Handphone miliknya untuk 
berbicara dengan seseorang di atas sepeda motor yang dimaksud; 
Bahwa melihat hal tersebut maka MAKMUR Als. BARUMBUNG 
Als. JEFRI menyuruh saksi A. SULAEMAN Als.MANA untuk mendekatinya 
karena MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI curiga bahwa orang 
tersebut yaitu korban RAHMAN Als OMA Als. ASBUL adalah salah 
seorang teman dari BOTA yang baru saja terlibat pertengkaran/keributan 
dengan saksi A.SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI, mendengar hal tersebut maka saksi A. 
SULAEMAN Als.MANA mendekati korban, namun langkahnya tersebut 
diikuti oleh MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI sambil memegang 
parang yang sudah terhunus; 
Bahwa setelah dekat dengan posisi korban tersebut, tiba-tiba dari 
arah belakang, MAKMUR Als BARUMBUNG Als. JEFRI menebaskan 
parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai helem 
yang digunakan oleh korban, korban yang menyadari hal itu lalu berupaya 
lari dengan cara mendorong motor miliknya serta melepaskan helem yang 
digunakan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut, melihat bahwa 
korban berupaya melarikan diri maka saksi A. SULAEMAN Als. MANA 
bersama dengan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengejar 
korban kearah Jl. Kandea 3 Lrg. 13 Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo 
Makassar sampai dengan korban terjatuh dan pada saat itulah MAKMUR 
Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengayunkan parang yang dipegangnya 
kearah tubuh korban dan mengenai pada bagian dahi, selanjutnya korban 
masih berupaya menyelamatkan diri dengan cara berdiri dan berlari 
namun saksi A. SULAEMAN Als. MANA bersama dengan MAKMUR Als. 
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BARUMBUNG Als. JEFRI tetap mengejarnya, dan pada saat korban 
berlari dengan sebuah pos tiba-tiba terdakwa MUSKAR Als KADONG 
muncul dan langsung memukul korban dengan menggunakan satu (1) 
buah balok kayu mengena pada bagian punggung dan kepala korban, 
sedangkan saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI masih mengejar korban; 
Adapun setelah mendapat tebasan parang dan pukulan balok 
tersebut, korban masih terus berupaya melarikan diri sampai dengan 
terjatuh kembali di salah satu gank sempit disekitar tempat kejadian akibat 
salah satu kaki korban terpelset, dan pada posisi terjatuh itulah, korban 
kembali mendapatkan serangan dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI yang dilakukannya dengan cara mengayungkan parang yang 
dipegangnya kearah beberapa tubuh korban yaitu pada kepala, wajah, 
punggung, serta betis, setelah itu maka MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk sangkur yang 
dibawanya kepada saksi A. SULAEMAN Als.MANA menerima senjata 
tersebut dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI untuk selanjutnya 
dipergunakan untuk melakukan penikaman terhadap tubuh korban dan 
setelah itu saksi A. SULAEMAN Als.MANA melihat bahwa MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI mengangkat sebuah pot bunga yang berada 
disekitar tempat kejadian lalu menghempaskan kearah tubuh korban, dan 
tak lama kemudian mulailah warga berdatangan di tempat kejadian dan 
selanjutnya baik saksi A. SULAEMAN Als.MANA maupun MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI pergi meninggalkan tempat tersebut; 
Bahwa akibat perbuatan saksi A. SULAEMAN Als. MANA, 
MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI, dan terdakwa MUSKAR 
Als.KADONG mengakibatkan korban meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
 
SUBSIDAIR: 
Bahwa ia terdakwa MUSKAR als. KADONG bin MUSTAFA baik 
bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-bersama dengan saksi  A. 
SULAEMAN Als. MANA, penuntutannya diajukan dalam berkas perkara 
terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No.2021/PID.B/2013/PN.Mks tanggal 30 
Januari 2014) dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI (masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Sektor Tallo berdasarkan surat 
kepala kepolisian sector Tallo tanggal 18 Desember 2013), pada hari 
Kamis tanggal 28 November 2013, sekitar pukul 00.01 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Kandea 
3 Lrg. 13 Kel. Bungaeja Baru Kec. Tallo Kota Makassar atau disuatu 
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tempat yang masih dalam kewenangan memeriksa dan mengadili 
Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan 
perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa 
RAHMAN Als. OMA Als. ASBUL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara-cara yaitu sebagai berikut: 
Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa 
yang beberapa orang dari teman terdakwa tersebut adalah saksi A. 
SULAEMAN Als.MANA serta MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI 
terlibat pertengkaran pasca minum-minuman keras dengan seseorang 
yang juga adalah salah satu teman terdakwa yang bernama BATO, 
namun pertengkaran tersebut berakhir oleh karena saksi A. SULAEMAN 
Als.MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI menuju kearah 
pulang sedangkan terdakwa MUSKAR Als. KADONG juga pulang menuju 
rumahnya; 
Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, 
saat saksi A.SULAEMAN Als. MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG 
Als. JEFRI sedang berada disekitar tempat tersebut, maka datanglah 
korban yaitu RAHMAN Als. OMA Als. ASBUL dengan mengendarai 
sepeda motor Yamaha Vega DD 4006 YA melintas didepan keduanya, tak 
lama kemudian maka korban yang mengendarai sepeda motor tersebut 
memutar sepeda motornya lalu berhenti pada jarak kurang lebih 20 meter 
dari tempat saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI berada dengan posisi sepeda motor 
menghadap kearah keduanya seraya terlihat Handphone miliknya untuk 
berbicara dengan seseorang di atas sepeda motor yang dimaksud; 
Bahwa melihat hal tersebut maka MAKMUR Als. BARUMBUNG 
Als. JEFRI menyuruh saksi A. SULAEMAN Als.MANA untuk mendekatinya 
karena MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI curiga bahwa orang 
tersebut yaitu korban RAHMAN Als OMA Als. ASBUL adalah salah 
seorang teman dari BOTA yang baru saja terlibat pertengkaran/keributan 
dengan saksi A.SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI, mendengar hal tersebut maka saksi A. 
SULAEMAN Als.MANA mendekati korban, namun langkahnya tersebut 
diikuti oleh MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI sambil memegang 
parang yang sudah terhunus; 
Bahwa setelah dekat dengan posisi korban tersebut, tiba-tiba dari 
arah belakang, MAKMUR Als BARUMBUNG Als. JEFRI menebaskan 
parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai helem 
yang digunakan oleh korban, korban yang menyadari hal itu lalu berupaya 
lari dengan cara mendorong motor miliknya serta melepaskan helem yang 
digunakan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut, melihat bahwa 
korban berupaya melarikan diri maka saksi A. SULAEMAN Als. MANA 
bersama dengan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengejar 
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korban kearah Jl. Kandea 3 Lrg. 13 Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo 
Makassar sampai dengan korban terjatuh dan pada saat itulah MAKMUR 
Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengayunkan parang yang dipegangnya 
kearah tubuh korban dan mengenai pada bagian dahi, selanjutnya korban 
masih berupaya menyelamatkan diri dengan cara berdiri dan berlari 
namun saksi A. SULAEMAN Als. MANA bersama dengan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI tetap mengejarnya, dan pada saat korban 
berlari dengan sebuah pos tiba-tiba terdakwa MUSKAR Als KADONG 
muncul dan langsung memukul korban dengan menggunakan satu (1) 
buah balok kayu mengena pada bagian punggung dan kepala korban, 
sedangkan saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI masih mengejar korban; 
Adapun setelah mendapat tebasan parang dan pukulan balok 
tersebut, korban masih terus berupaya melarikan diri sampai dengan 
terjatuh kembali di salah satu gank sempit disekitar tempat kejadian akibat 
salah satu kaki korban terpelset, dan pada posisi terjatuh itulah, korban 
kembali mendapatkan serangan dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI yang dilakukannya dengan cara mengayungkan parang yang 
dipegangnya kearah beberapa tubuh korban yaitu pada kepala, wajah, 
punggung, serta betis, setelah itu maka MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk sangkur yang 
dibawanya kepada saksi A. SULAEMAN Als.MANA menerima senjata 
tersebut dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI untuk selanjutnya 
dipergunakan untuk melakukan penikaman terhadap tubuh korban dan 
setelah itu saksi A. SULAEMAN Als.MANA melihat bahwa MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI mengangkat sebuah pot bunga yang berada 
disekitar tempat kejadian lalu menghempaskan kearah tubuh korban, dan 
tak lama kemudian mulailah warga berdatangan di tempat kejadian dan 
selanjutnya baik saksi A. SULAEMAN Als.MANA maupun MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI pergi meninggalkan tempat tersebut; 
Bahwa akibat perbuatan saksi A. SULAEMAN Als. MANA, 
MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI, dan terdakwa MUSKAR 
Als.KADONG mengakibatkan korban meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam dalam 
Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
ATAU 
KEDUA: 
Bahwa ia terdakwa MUSKAR als. KADONG bin MUSTAFA baik 
bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-bersama dengan saksi  A. 
SULAEMAN Als. MANA, penuntutannya diajukan dalam berkas perkara 
terpisah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Putusan 
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Pengadilan Negeri Makassar No.2021/PID.B/2013/PN.Mks tanggal 30 
Januari 2014) dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI (masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Sektor Tallo berdasarkan surat 
kepala kepolisian sector Tallo tanggal 18 Desember 2013), pada hari 
Kamis tanggal 28 November 2013, sekitar pukul 00.01 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Kandea 
3 Lrg. 13 Kel. Bungaeja Baru Kec. Tallo Kota Makassar atau disuatu 
tempat yang masih dalam kewenangan memeriksa dan mengadili 
Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan 
perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa 
RAHMAN Als. OMA Als. ASBUL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara-cara yaitu sebagai berikut: 
Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa 
yang beberapa orang dari teman terdakwa tersebut adalah saksi A. 
SULAEMAN Als.MANA serta MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI 
terlibat pertengkaran pasca minum-minuman keras dengan seseorang 
yang juga adalah salah satu teman terdakwa yang bernama BATO, 
namun pertengkaran tersebut berakhir oleh karena saksi A. SULAEMAN 
Als.MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI menuju kearah 
pulang sedangkan terdakwa MUSKAR Als. KADONG juga pulang menuju 
rumahnya; 
Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, 
saat saksi A.SULAEMAN Als. MANA, dan MAKMUR Als. BARUMBUNG 
Als. JEFRI sedang berada disekitar tempat tersebut, maka datanglah 
korban yaitu RAHMAN Als. OMA Als. ASBUL dengan mengendarai 
sepeda motor Yamaha Vega DD 4006 YA melintas didepan keduanya, tak 
lama kemudian maka korban yang mengendarai sepeda motor tersebut 
memutar sepeda motornya lalu berhenti pada jarak kurang lebih 20 meter 
dari tempat saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI berada dengan posisi sepeda motor 
menghadap kearah keduanya seraya terlihat Handphone miliknya untuk 
berbicara dengan seseorang di atas sepeda motor yang dimaksud; 
Bahwa melihat hal tersebut maka MAKMUR Als. BARUMBUNG 
Als. JEFRI menyuruh saksi A. SULAEMAN Als.MANA untuk mendekatinya 
karena MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI curiga bahwa orang 
tersebut yaitu korban RAHMAN Als OMA Als. ASBUL adalah salah 
seorang teman dari BOTA yang baru saja terlibat pertengkaran/keributan 
dengan saksi A.SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI, mendengar hal tersebut maka saksi A. 
SULAEMAN Als.MANA mendekati korban, namun langkahnya tersebut 
diikuti oleh MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI sambil memegang 
parang yang sudah terhunus; 
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Bahwa setelah dekat dengan posisi korban tersebut, tiba-tiba dari 
arah belakang, MAKMUR Als BARUMBUNG Als. JEFRI menebaskan 
parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai helem 
yang digunakan oleh korban, korban yang menyadari hal itu lalu berupaya 
lari dengan cara mendorong motor miliknya serta melepaskan helem yang 
digunakan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut, melihat bahwa 
korban berupaya melarikan diri maka saksi A. SULAEMAN Als. MANA 
bersama dengan MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengejar 
korban kearah Jl. Kandea 3 Lrg. 13 Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo 
Makassar sampai dengan korban terjatuh dan pada saat itulah MAKMUR 
Als. BARUMBUNG Als. JEFRI mengayunkan parang yang dipegangnya 
kearah tubuh korban dan mengenai pada bagian dahi, selanjutnya korban 
masih berupaya menyelamatkan diri dengan cara berdiri dan berlari 
namun saksi A. SULAEMAN Als. MANA bersama dengan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI tetap mengejarnya, dan pada saat korban 
berlari dengan sebuah pos tiba-tiba terdakwa MUSKAR Als KADONG 
muncul dan langsung memukul korban dengan menggunakan satu (1) 
buah balok kayu mengena pada bagian punggung dan kepala korban, 
sedangkan saksi A. SULAEMAN Als. MANA dan MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI masih mengejar korban; 
Adapun setelah mendapat tebasan parang dan pukulan balok 
tersebut, korban masih terus berupaya melarikan diri sampai dengan 
terjatuh kembali di salah satu gank sempit disekitar tempat kejadian akibat 
salah satu kaki korban terpelset, dan pada posisi terjatuh itulah, korban 
kembali mendapatkan serangan dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI yang dilakukannya dengan cara mengayungkan parang yang 
dipegangnya kearah beberapa tubuh korban yaitu pada kepala, wajah, 
punggung, serta betis, setelah itu maka MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. 
JEFRI memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk sangkur yang 
dibawanya kepada saksi A. SULAEMAN Als.MANA menerima senjata 
tersebut dari MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI untuk selanjutnya 
dipergunakan untuk melakukan penikaman terhadap tubuh korban dan 
setelah itu saksi A. SULAEMAN Als.MANA melihat bahwa MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI mengangkat sebuah pot bunga yang berada 
disekitar tempat kejadian lalu menghempaskan kearah tubuh korban, dan 
tak lama kemudian mulailah warga berdatangan di tempat kejadian dan 
selanjutnya baik saksi A. SULAEMAN Als.MANA maupun MAKMUR Als. 
BARUMBUNG Als. JEFRI pergi meninggalkan tempat tersebut; 
Bahwa akibat perbuatan saksi A. SULAEMAN Als. MANA, 
MAKMUR Als. BARUMBUNG Als. JEFRI, dan terdakwa MUSKAR 
Als.KADONG mengakibatkan korban meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP 
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4. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM 
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam 
surat dakwaanya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa MUSKAR ALS. KADONG bersalah 
melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN 
NYAWA ORANG LAIN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSKAR ALS. KADONG 
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah 
Tahanan Negara; 
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) buah parang tanpa sarung. 
b. 1 (satu) buah sangkur kuning. 
c. 1 (satu) buah pot bunga. 
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN. 
d. 1 (satu) buah Motor Yamaha Vega DD 4006 YA 
DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA 
TERDAKWA A. SULAIMAN ALS. MANA BIN A. ACHMAD 
P. MEKKA. 
e. 1 (satu) buah Helm Warnah Merah. 
DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN MELALUI 
SAKSI MUH.SALEH. 
f. 2 (dua) lembar foto 
g. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 
12.000.000,- 
h. 1 (satu) lembar surat pernyataan 
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA. 
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
5. AMAR PUTUSAN HAKIM 
 
1. Menyatakan Terdakwa MUSKAR Als. KADONG bin MUSTAFA 
yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“pembunuhan secara bersama-sama”; 
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan; 
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3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan 
dikurangkan segenapnya dari lamanya penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa; 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang butki berupa: 
a. 1 (satu) buah parang tanpa sarung, 1 (satu) buah 
sangkur kuning, 1 (satu) buah pot bunga (keterangan: 
dirampas untuk dimusnahkan) 
b. 1 (satu) buah motor Yamaha Vega DD 4006 YA 
(keterangan: digunakan dalam perkara lain atas nama 
terdakwa A. Sulaiman Als. Mana bin A. Achmad P. 
Makka)   
c. 1 (satu) buah helm warna merah (keterangan : 
dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Muh. 
Saleh) 
d. 2 (dua) lembar foto, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan 
uang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), 1 
(satu) lembar surat pernyataan (keterangan: tetap 
terlampir dalam berkas perkara) 
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).    
 
6. ANALISIS PENULIS 
Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis alat bukti.Pasal 184 
ayat (1)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) 
menyatakan: 
“Alat bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa.” 
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Bukti Visum et Repertum (visum) dikategorikan sebagai alat bukti 
surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal187 KUHAP yang 
menyatakan: 
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat 
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu; 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi 
tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian 
sesuatu keadaan; 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain.” 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas  visum merupakan surat 
yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatanberdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, visum masuk 
dalam kategori alat bukti surat. Dengan demikian visum memiliki nilai 
pembuktian di persidangan. 
Dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem 
pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief 
wettelijk), yang digambarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan:  
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Hal ini menandakan bahwa sebenarnya di dalam hukum acara 
pidana Indonesia tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan 
sebagai alat bukti terkuat, karena setiap putusan pemidanaan nantinya 
harus tetap didasarkan dengan minimal 2 alat bukti yang sah ditambah 
dengan keyakinan hakim (kecuali untuk acara pemeriksaan cepat, cukup 
1 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim) sehingga bukti visum 
sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri 
dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan 
Pasal 184 KUHAP. 
Putusan nomor: 396/Pid.B/2014/PN.Mks. hakim menggunakan 
Visum et Repertumsebagai alat bukti surat yang dalam hal ini sangat 
meyakinkan hakim untuk mempertimbangkan bahwa benar telah terjadi 
suatu rangkaian pembunuhan secara bersama sama dan dibacakan di 
depan persidangan. 
Berikut adalah  kesimpulanVisum et Repertum yang dibuat atas 
sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN M, Sp.F: 
a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki 
yang menurut surat visum bernama Rahman alias Oma alias 
Asbul, umur dua puluh tiga tahun, pada tanggal dua puluh 
delapan November dua ribu tiga belas pada pukul nol nol lewat 
tiga puluh menit. 
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b. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan 10 buah luka. 9 buah 
buah luka terbuka dan 1 buah lecet. 3 buah luka terbuka pada 
kepala, 2 buah luka terbuka pada wajah, satu buah luka terbuka 
pada lengan kanan. Satu buah luka lecet pada daerah bahu. 
Satu buah luka terbuka pada perut. Satu luka terbuka pada 
daerah punggung dan satu lukah robek pada daerah anggota 
gerak bawah. Luka lecet menunjukan tanda kekerasan dari 
benda tumpul, dan luka terbuka menunjukan tanda kekerasan 
dari benda tajam. 
c. SEBAB dan MEKANISME kematian korban adalah luka terbuka 
yang dapat sesuai kibat luka bacok pada daerah kepala dan 
luka tusuk pada daerah perut, sehingga terjadi mekanisme 
perdarahan berat yang berisiko menyebabkan kematian. 
Visum et Repertum bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan 
mencari kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa 
penutut umum kepada terdakwa dan Visum et Repertum dapat 
menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.  
Dalam perkara ini alat bukti surat Visum et Repertum yang 
dikeluarkan oleh dokter Mauluddin M, Sp.F setelah melakukan otopsi 
terhadap korban sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam 
menguatkan keyakinan Hakim untuk memutuskan perkara ini. Hal tersebut 
diperkuat dan dibuktikan berdasarkan wawancara dengan Hakim Ketua 
Rianto Adam Pontoh, SH.M.Hum. yang menyatakan bahwa, dalam kasus 
ini alat bukti visum et Repertum berbentuk surat sangat penting dan 
berfungsi untuk membuktikan perbuatan terdakwa kemudian Visum et 
Repertum dicocokan dengan keterangan saksi, dan untuk mencocokan 
barang bukti yang ditemukan berupa parang, sangkur kuning, dan pot 
bunga dengan luka terbuka dan luka lecet pada korban sehingga alat bukti 
ini menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara. 
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B. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat otopsi 
mayat untuk memperoleh Visum et Repertum. 
Berbagai masalah yang dihadapi penegak hukum pada saat akan 
melakukan otopsi  untuk memperoleh Visum et Repertum. Pada dasarnya 
pelayanan Visum et Repertum dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu : 
visum untuk orang hidup dan visum untuk orang yang telah 
meninggal.peranan alat buktilain, selain korban mutlak diperlukan.Visum 
mayat atau visum jenazah yaitu visum yang dibuat oleh dokter atas 
permintaan yang berwenang pada orang yang meninggal karena 
kekerasan, luka-luka, keracunan/diduga keracunan, kematian yang 
sebabnya mencurigakan dan lain-lain makar yang membinasakan nyawa 
manusia.Hal ini telah berlangsung sejak dahulu sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ayat 2 dan Staatsblad tahun 1937 No. 350.Pada 
dasarnya setiap dokter yang bekerja di Indonesia dapat diminta bantuan 
untuk membuat visum baik untuk orang hidup maupun untuk jenazah. 
Tetapi adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para dokter forensik 
dalam melakukan otopsi untuk meghasilkan Visum et Repertum.Barang 
buktiyang dimintakan Visum et Repertum dapat merupakan: 
 
1. Korban Mati. 
Dalam hal korban mati jenis Visum et Repertumyang diminta 
merupakan Visum et Repertum Jenazah. Untuk keperluan ini penyidik 
harus memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan, menaruh 
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label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan , 
diletakkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat. Mayat selanjutnya 
dikirim ke Rumah Sakit (Kamar Jenazah) bersama surat permintaan 
Visum et Repertumyang di bawa oleh petugas Penyidik yang melakukan 
pemeriksaan TKP. Petugas Penyidik selanjutnya memberi informasi yang 
diperlukan Dokter dan mengikuti pemeriksaan badan mayat untuk 
memperoleh barang-barang bukti lain yang ada pada korban serta 
keterangan segera tentang sebab dan cara kematiannya. 
 
2. Korban Hidup. 
Dalam hal korban luka, keracunan, luka akibat kejahatan 
kesusilaan menjadi sakit, memerlukan perawatan/berobat jalan, penyidik 
perlu memintakan Visum et Repertum sementara tentang keadaan 
korban.Penilaian keadaan korban ini dapat digunakan untuk 
mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka ditahan. Bila korban 
memerlukan/meminta pindah perawatan ke Rumah Sakit lain, permintaan 
Visum et Repertum lanjutan perlu dimintakan lagi. Dalam perawatan ini 
dapat terjadi dua kemungkinan, korban menjadi sembuh atau meninggal 
dunia. Bila korban sembuh Visum et Repertum definitif perlu diminta lagi 
karena Visum et Repertum ini akan memberikan kesimpulan tentang hasil 
akhir keadaan korban. Khusus bagi korban kecelakaan lalu lintas, Visum 
et Repertum ini akan berguna bagi santunan kecelakaan.  
Kemungkinan yang lain adalah korban meninggal dunia, untuk itu 
permintaan Visum et Repertum Jenazah diperlukan guna mengetahui 
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secara pasti apakah luka paksa yang terjadi pada korban merupakan 
penyebab kematian langsung atau adakah penyebab kematian lainnya. 
Yang menjadihambatan dalam pembuatanVisum et Repertum 
dalampembuktian tindak pidana pembunuhan, antara lain: 
1. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk.  
Dalam keadaan mayatataujenazah yang sudah membusuk 
dapatmengakibatkan pemeriksaan toksikologi kadang-kadang 
tidakmendukungkesimpulanyang akan diambil oleh dokter pemeriksa. 
Biasanya organ-organ tubuhyang memberikanhasil positif untuk 
pemeriksaan toksikologiseperti ginjal,hati, usus,lambung, dan otak 
sudahmengalami pembusukan juga, sehingga dapat mengakibatkan hasil 
pemeriksaan toksikologi menjadi negatif (tidak ditemukan adanya racun). 
Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pembusukan mayat 
atau jenazah tersebut antara lain: 
a. Permintaan visum telah datang, famili korban tidak ada  
Hal ini sering pula dihadapi oleh para dokter ahli kedokteran 
kehakiman.Mayat diantar ke rumah sakit disertai dengan visum atau 
permintaan visum datang kemudian.Dokter tidak bisa segera melakukan 
pemeriksaan karena sering menjadi persoalan besar, terutama bila famili 
korban ternyata keberatan.Penungguan ini kadang-kadang bisa berhari-
hari. Sebelum ada kamar pendingin di rumah sakit hal ini betul-
betulmenjadi problem karena mayat segera membusuk dan tanda-
tanda/kelainan-kelainan yang mungkin di dapat pada tubuh korban 
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sebagai penyebab kematian korban menjadi kabur atau hilang sama 
sekali.Pemeriksaan secara ilmiah tidak dapat dilakukan lagi,pemeriksaan 
secara ilmiah tidak dapat dilakukan lagi, pemeriksaan jaringan untuk 
kelainan Patologi Anatomi tidak ada gunanya lagikarena jaringan sudah 
mengalami lisis (membusuk); tetapi sesudah kamar pendingin mayat ada 
di Bagian Kedokteran Kehakiman hal ini dapat diatasi. Persoalannya 
adalah sampai berapa hari dokter dapatmenunggu.Kapasitas kamar 
pendingin mayat yang ada sekarang hanya untuk kasus. Bila banyak 
kasus datang sekaligus, maka problem yang sama timbul kembali. Dokter 
di Bagian Kedokteran Kehakiman tidakberani mengambil keputusan 
misalnya setelah 2 hari famili korban tidak ada, jenazah dapat diperiksa, 
karena tidak ada pegangan/ ketentuanyang disetujui Direktur Rumah 
Sakit, Dinas Kesehatan Kotamadya dan /Walikota sebagai pedoman 
yangdapat dipakai dokter menghadapi. 
b. Permintaan visum ada, jenazah tidak ada  
Jenazahnya sudah dibawa ke rumah/ ke rumah sosial/ke rumah 
sakitluar lainnya.Ada yang meminta supaya dokter datang ke rumah 
korban/ke rumah sosial untuk memeriksa dan membuat 
visum.Umumnyafamili meminta supaya dilakukan pemeriksaan luar 
saja.Tentu hal initidak mungkin dilakukan.Sejauh itu memang belum ada 
suatukesepakatan dokter dengan Kepolisian untuk mengatasi hal ini. 
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c. PermintaanVisum et Repertum yang kurang/tidak Iengkap 
Dari kenyataan selama ini, sering permintaan visum dari 
yangberwenang bila diteliti tidak atau kurang lengkap, kadang- kadang 
tidakada nomor, tanggal ataupun keterangan yang lengkap mengenai 
korban,kadang-kadang malah tidak ditanda tangani.Kadang-
kadangpermintaan visum malah datang dari dokter. Biasanya hal ini 
terjadikarena Polisi meminta visum pada dokter di daerah/Puskesmas 
karenadokter tersebut tidak dapat melaksanakan bedah mayat (baik 
karenafasilitas atau keberatan mengerjakaninya), maka dokter 
tersebutmengirim jenazah ke Rumah Sakit yang mampu untuk 
melakukanpemeriksaan, sementara permintaan visum belum ditukar 
melalui pihakyang berwenang. Atau pihak Kepolisian meminta visum 
untuk korban yang dirawat di Bagian Bedah, bila korban tersebut 
akhirnyameninggal, sering Bagian Bedah melanjutkan permintaan visum 
keBagian Kedokteran Kehakiman. Kecuali bila permintaan 
visumdiperbaharui kembali oleh Polisi untuk dibuatkan visum jenazah 
padakorban yang sekarang telah meninggal, dokter Bagian kedokteran 
Kehakiman tidak akan melakukan pemeriksaan dan biasanya 
jenazahdiserahkan saja pada famili korban. 
d. Masalah dari famili korban. 
Biarpun masalah yang dihadapi dokter dengan famili korban 
telahditemukan sebagian, di bawah ini kami kemukakan masalah 
lainnyayang dihadapi dokter dengan famili korban : 
99 
1) Bersedia diperiksa hanya tubuh korban bagian luar saja (asal 
tidakmelukai tubuh korban). Inilah permintaan yang paling banyak 
darikalangan masyarakat. Mereka menyadari perlunya visum, tetapi 
tidakmengizinkan dokter membedah korban untuk membuat visum. 
2) Bersedia diperiksa tetapi seperlunya saja. 
 
e. Identifikasi pada koban yang tidak dikenal 
Apabila ditemukan korban akibat keracunan tidak memiliki 
tandapengenal, maka akan semakin mempersulit melakukan 
pemeriksaan.Identitas korban hanya dapat diketahui apabila ada anggota 
keluargaataupun masyarakat yang melapor bahwa ia telah kehilangan 
anggotakeluarganya. Maka terlebih dahulu melakukan pencocokan ciri-
ciriorang hilang tersebut dengan korban. Keadaan seperti ini akan 
semakin sulit untuk melakukan pemeriksaan toksikologi karena mayat 
ataujenazah tersebut telah mengalami pembusukan. 
2. Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter 
Prosedur pengiriman dan pengambilan hasil dari bahan 
pemeriksaan untuklaboratorium kriminal harus dilakukan oleh penyidik 
yang bersangkutan,sehingga setelah dokter pemeriksa mengambil 
jaringan/organ tubuh yangakan diperiksa harus menunggu penyidik yang 
meminta Visum et Repertum tersebut mengambil dan mengantar bahan 
pemeriksaan tersebut kelaboratorium kriminal. Setelah hasil pemeriksaan 
toksikologi dikeluarkanlaboratorium kriminal, yang harus mengambil hasil 
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tersebut adalahpenyidik.Sehingga prosedur pemeriksaan toksikologi ini 
kadang-kadangmemakan waktu kurang lebih 3 minggu sejak dokter 
pemeriksa mengambil bahan untuk dikirimkan ke laboratorium kriminal. 
Jadi hasil kesimpulan Visum etRepertum untuk kasus tersebut akan lebih 
lamadikeluarkan. 
Berdasarkan wawancara dengan AKP dr. MAULUDDIN. M, Sp.F 
(dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 15 
Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Rumah Sakit 
Bhayangkara Makassar, adapun Kendal-kendala saat otopsi mayat untuk 
memperoleh Visum et Repertumialah: 
a. Penolakan dari keluarga untuk pembuatan Visum et Repertum. 
b. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk. 
c. Tidak ada dokter ahli forensic didaerah tersebut. 
d. Kurangnya kordinasi antara penyidik dan dokter. 
e. Dokter umum hanya melakukan pemeriksaan luar, jarang yang mau 
melakukan bedah Mayat. 
f. Meskipun dilaksanakan otopsi pada beberapa kasus, masih perlu 
dilakukan penunjang selanjutnya. Misalnya kasus penembakan 
harus dilakukan uji balestik, kasus keracunan dilakukan 
pemeriksaan toksikologi, kasus mati wajar dilakukan pemeriksaan 
istopatologi, dan penentuan identitas korban lewat sidik jari (inafis). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kekuatan pembuktian visum et repertum adalah merupakan alat 
bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya 
jadi kesimpulan /pendapat dokter yang dikemukakannya wajib 
dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. 
Visum et Repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam 
bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang 
berwenang. Visum et Repertum juga cukup membantu bagi 
seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang 
diteliti oleh penulis, bahwa dengan adanya visum et repertum dapat 
membantu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. 
2. Adapun yang menjadi kendala aparat penegak hukum saat otopsi 
mayat untuk mendapatkan hasil Visum et Repertum: 
a. Penolakan dari keluarga untuk pembuatan Visum et repertum. 
b. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk. 
c. Tidak ada dokter ahli forensik didaerah tersebut. 
d. Kurangnya kordinasi antara penyidik dan dokter. 
e. Dokter umum hanya melakukan pemeriksaan luar, jarang yang 
mau melakukan bedah Mayat. 
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f. Meskipun dilaksanakan otopsi pada beberapa kasus, masih 
perlu dilakukan penunjang selanjutnya. Misalnya kasus 
penembakan harus dilakukan uji balestik, kasus keracunan 
dilakukan pemeriksaan toksikologi, kasus mati wajar dilakukan 
pemeriksaan istopatologi, dan penentuan identitas korban lewat 
sidik jari (inafis). 
B. Saran 
Perlunya penempatan dokter ahli forensik di daerah agar tindak 
pidana kekerasan yang terjadi di daerah bisa dilakukan visum atau otopsi 
tanpa menunggu dokter ahli datang ke daerah tersebut. 
Perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yang 
mewajibkan dokter umum melakukan otopsi secara keseluruhan baik pada 
bagian dalam maupun bagian luar, karena kenyataan yang ada pada saat 
ini dokter umum menolak melakukan bedah mayat atau otopsi bagian 
dalam dan hanya melakukan otopsi bagian luar. 
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